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Alamat: Jalan Basuki Rahmat No. 11 Kotak Pos 40 Sungai Penuh 37101 Jambi 

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT 

Nomor: SK.   126  /T.1/BTU/REN/03/2022 

Tentang 

PERUBAHAN SK KEPALA BALAI BESAR TNKS NOMOR: SK. 
445/T.1/BTU/REN/12/2020 TANGGAL 21 DESEMBER 2020 

TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR TAMAN NASIONAL 
KERINCI SEBLAT TAHUN 2020–2024 

KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT, 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem telah menyusun Rencana Strategis Tahun
2020-2024 yang mengacu pada rencana strategis Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2020-2024;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/
SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
diamanatkan bahwa Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib
menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT
dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai
Besar Taman Nasional Kerinci Seblat tentang Rencana Strategis Balai
Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 2020-2024.

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United

Nations Convention on Biological Diversity;

3. Undang-Undang…… 



3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2004 tentnag Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

Undang;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya

Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable

Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention

on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber

Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang

yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman

Hayati);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan;

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan

Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman

Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024;

16. Peraturan Presiden…… 



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015

tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.1/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana 

Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15

tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 tahun

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020

tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

24. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.1/KSDAE

/SET.3/REN.2/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor :

P.6/KSDAE.SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis

Direktorat Jenderal KSDAE Kementrian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN SK KEPALA BALAI BESAR TNKS NOMOR: SK. 
445/T.1/BTU/REN/12/2020 TANGGAL 21 DESEMBER 2020 
TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR TAMAN NASIONAL 
KERINCI SEBLAT TAHUN 2020–2024 

Pertama…….…… 



Pertama : Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 
2020-2024 (Revisi) adalah dokumen perencanaan untuk periode lima 

tahun, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang dimulai pada 

tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 

Kedua : Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 
2020-2024 (Revisi) ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk 
kurun waktu Tahun 2020-2024.  

Ketiga : Pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Kerinci 

Seblat Tahun 2020-2024 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana 

Kerja Tahunan. 

Keempat : Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat melakukan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana 

Strategis Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 2020-2024. 

Kelima : Target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam 
Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 

2020-2024 ini bersifat indikatif. 

Keenam : Perubahan target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan yang 

dimuat dalam Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Kerinci 

Seblat Tahun 2020-2024 (Revisi )dituangkan dalam Rencana Kerja 

Tahunan. 

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Delapan : 
Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Balai 
besar TNKS Nomor : SK. 445/T.1/BTU/REN/12/2020 Tanggal 21 
Desember 2020 Tentang Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional 
Kerinci Seblat Tahun 2020–2024 dinyatakan tidk berlaku 

Ditetapkan  di: Sungai Penuh 

Pada Tanggal :  21 Maret 2022 

 PLT. KEPALA BALAI BESAR, 

Pratono Puroso 
NIP. 196412031994031002 

ASUS
TNKS
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KATA PENGANTAR 

Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 

2020–2024 disusun sebagai penjabaran Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 

tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Kerinci 

Seblat Tahun 200-2024 berisikan target pelaksanaan kegiatan dari komponen 

output untuk mendukung IKP dan IKK pada Renstra KLHK yang kemudian 

diturunkan ke Rentra KSDAE. Renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman dan 

acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Nasional Kerinci 

Seblat, agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 

dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasarannya secara 

efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat keanekaragaman hayati 

untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.  

Rencana strategis ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk 

meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelengaraan pembangunan 

lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE di Taman nasional Kerinci 

Seblat. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi 

instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan 

pengelolaan taman nasional beserta indikator kinerja, target kinerja dan lokasi 

target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.  

Besar harapan kami bahwa rencana strategis ini dapat dipedomani 

dalam rancang tindak seluruh aparatur di lingkungan Balai Besar Taman 

Nasional Kerinci Seblat. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam 

penyusunan dokumen perencanaan, kami sampaikan terima kasih dan 

penghargaan atas waktu, tenaga, dan pemikirannya.  

Sungai Penuh, 20 Mei 2022 
Plt. Kepala Balai Besar TNKS, 

Pratono Puroso 
    NIP. 196412031994031002 

 KATA PENGANTAR 

ASUS
TNKS
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Kondisi Umum 

Penyelenggaraan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, 

salah satu upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 

dilakukan melalui penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan 

Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam 

Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, 

pengelolaan KSA dan KPA antara lain dengan penunjukan dan penetapan 

kawasan taman nasional sebagai kawasan konservasi. Salah satu unit pelaksana 

teknis yang bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal KSDAE dalam 

pengelolaan taman nasional adalah Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat 

yang terletak di 4 (empat) provinsi, yaitu: Provinsi Jambi, Sumatera Barat 

Bengkulu dan Sumatera Selatan. 

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan kawasan konservasi 

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 

901/Kpts-II/1999 seluas ± 1.375.349,867 ha dan pada tahun 2004 Menteri 

Kehutanan menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan Sipurak Hook seluas ± 

14.160 ha menjadi bagian dari kawasan TNKS dengan surat keputusan 

No.420/Menhut-II/2004, sehingga luas kawasan TNKS menjadi ± 1.389.509,867 

ha setelah dilakukan reptriasi dan berdasarkan revisi zonasi berdasarkan SK.  

945/KSDAE/KSA.0/2017 tanggal 28 Desember 2017  Luas TNKS ± 1.387.897.270 

ha Disamping sebagai kawasan perlindungan untuk proses ekologis yang 

menunjang sistem kehidupan, taman nasional juga berfungsi sebagai kawasan 

pengawetan keanekaragaman hayati untuk kepentingan pelestarian sumber 

genetik, wahana bagi pendidikan dan penelitian, serta menunjang 

pengembangan budaya. 

 BAB I. PENDAHULUAN 
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Kawasan TNKS merupakan gabungan dari 17 kelompok hutan yang 

semuanya merupakan bagian hutan lindung register tahun 1921–1926 serta 

cagar alam dan suaka marga satwa yang ditetapkan dalam kurun waktu 1978-

1981, yakni : 

1. Provinsi Jambi 

• Cagar Alam Indrapura (sebagian) 

• Cagar Alam Danau Gunung Tujuh (usulan dari hutan lindung) 

• Hutan Lindung Sangir Ulu, Batang Tebo dan Batang sangir 

• Hutan Lindung Batang Bungo 

• Hutan Lindung Batang Merangin Timur 

• Hutan Negara lainnya 

• Hutan Lindung Gunung Sumbing Masurai 

• Suaka Marga Satwa Batang Merangin Barat–Manjunto Hulu 

• Cagar Alam Bukit Tapan 

2. Provinsi Sumatra Barat 

• Hutan Lindung Bayang, Batanghari dan Kambang 

• Cagar Alam Indrapura (sebagian) 

• Hutan Lindung Sangir dan Jujuhan 

• Hutan Negara 

3. Provinsi Bengkulu 

• Suaka Marga Satwa Bukit Kayu Embun 

• Suaka Marga Satwa Bukit Gedang Seblat 

• Hutan Lindung Bukit Reges dan Hulu Sulap 

4. Provinsi Sumatra Selatan 

• Suaka Marga Satwa Rawas Hulu Lakitan 

Kawasan Hutan Produksi, diantara kelompok kawasan hutan tersebut 

dialih fungsikan menjadi bagian dari kawasan TNKS sehingga menjadi satu 

kesatuan kawasan yang kompak.Selain itu pada The ASEAN Declaration on 

Heritage Park tanggal 18 Desember 2003, kawasan TNKS ditetapkan sebagai 

ASEAN Heritage Park. Pada tahun 2004, kawasan konservasi tersebut bersama 
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Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan (TNBBS) resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Heritage Site 

(WHS)–Cluster World Natural Heritage of Sumatra dengan nama Tropical 

Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Kawasan TNKS 

 Dalam hal penataan fungsi kawasan, zonasi Taman Nasional Kerinci Seblat 

telah dilakukan dan mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal PHKA Tahun 

2007. Pada tahun 2014, 2017 dilakukan revisi zonasi, mengingat banyak 

perubahan terkait dengan struktur dan fungsi TNKS baik dari sisi kondisi fisik 

kawasan berupa tutupan hutan, habitat dan keanekagaraman hayati yang ada 

maupun perkembangan aturan pemanfaatan di dalam kawasan TNKS. 

Berdasarkan hasil revisi zonasi TNKS pada tahun 2017 sesuai dengan Surat 

Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor SK.945/KSDAE/KSA.0/2017 tanggal 

28 Desember 2017 jenis zonasi yang terdapat di TNKS adalah zona inti, zona 

rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, zona khusus dan zona tradisional. 

Perubahan zona pengelolaan dengan zonasi sebelumnya terletak pada luasan dan 

lokasi dari masing masing zona. Sistem zonasi sebagaimana disajikan di tabel 1 . 
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Tabel 1 . Sistem Zonasi Taman Nasional Kerinci Seblat 

No Jenis Zona Luas 

(ha) 

Persentase 

(%) 

1 Zona Inti 738.728.310 53,23 

2 Zona Rimba 489.800.500 35,29 

3 Zona Pemanfaatan 30.994.569 2,32 

4 Zona Tradisional 11.197.884 0,81 

5 Zona Rehabilitasi 105.401.104 7,59 

6 Zona Khusus 11.774.903 0,85 

Jumlah 1.387.897.270 100,00 

 

Pembagian peruntukan kawasan taman nasional ke dalam zona bersifat 

khas untuk masing-masing kawasan (site specific) sesuai dengan kondisi 

lingkungan (biofisik) serta sosial ekonomi dan budaya daerah sekitarnya.  Akibat 

adanya kegiatan manusia dan alam, kondisi lingkungan ini bervariasi dari satu 

kawasan ke kawasan lainnya. Dalam suatu kawasan taman nasional, khususnya 

dengan luasan yang besar, maka penyusunan zonasi merupakan langkah utama 

sebagai landasan atau dasar baik untuk kebutuhan operasional manajemen 

maupun kekuatan hukum (legal formal) dalam pengelolaan Taman Nasional 

Kerinci Seblat. 

Kawasan TNKS merupakan perwakilan ekosistem alami hutan hujan tropis 

atau komunitas hutan yang memiliki kelimpahan jenis yang cukup besar. Hal 

tersebut dipengaruhi faktor iklim, ketinggian, sumber daya alam hayati dan 

nonhayati. Menurut Laumonier (1994) hutan TNKS dapat diklasifikasikan 

kedalam beberapa tipe ekosistem berdasarkan komposisi jenis pohon sesuai 

elevasi sebagai berikut: 

1. Hutan dataran rendah (lowland forest), 150-200 mdpl: luas berdasarkan 

elevasi tersebut adalah 95.392 hektar yang terdapat di Kabupaten Bengkulu 

Utara, Pesisir Selatan, dan Musi Rawas.  Tipe hutan ini didominasi oleh famili 

Dipterocarpaceae antara lain Shorea atrinervosa, dan S. multiflora.   

2. Hutan perbukitan (hill forest), 200-800 mdpl: luas berdasarkan elevasi 

tersebut adalah 433.371 hektar yang terdapat di sisi barat dan sisi timur Bukit 
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Barisan. Hutan perbukitan di kedua sisi Bukit Barisan tersebut memiliki 

kemiripan dalam struktur, namun berbeda dalam jenis emergent 

(superdominan) dan jenis kanopi. Hutan perbukitan di sisi timur Bukit Barisan 

didominasi oleh famili Dipterocarpaceae, Fagaceae, dan Burseraceae, dengan 

jenis yang paling melimpah adalah Hopea cf beccariana, sedangkan di sisi 

barat, didominasi oleh jenis Sterculia sp. 

3. Hutan submontana (submontane forest), 800—1.400 mdpl: luasan hutan 

berdasarkan elevasi tersebut adalah 499.235 hektar yang terdapat dua variasi 

bentuk hutan yang terdapat pada tipe hutan ini, yaitu hutan bambu dan 

Garcinia. Tipe hutan ini didominasi oleh famili Myrtaceae dan Fagaceae. 

4. Hutan montana rendah (lower montane forest), 1.400—1.900 mdpl: luas yang 

terhitung pada ketinggian tersebut adalah 272.481 hektar. Kenampakan hutan 

ini berbeda-beda menurut ukuran punggung bukit. Tipe hutan ini didominasi 

oleh famili Fagaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Theaceae, dan Sapotaceae.   

5. Hutan montana tengah (midmontane forest), 1.900—2.400 mdpl: luasan 

berdasarkan elevasi dimaksud adalah 49.844 hektar. Tipe hutan dicirikan 

dengan meningkatnya persentase tanaman berdaun kecil di lapisan kanopi 

dan hutan menjadi kurang rapat. Jenis pohon emergent pada hutan ini adalah 

Podocarpus. 

6. Hutan montana atas (upper montane forest), 2.400-2.900 mdpl: luas tipe hutan 

ini berdasarkan ketinggian tersebut adalah 4.722 hektar. Tipe hutan ini di 

dominasi oleh genus Symplocus, Myrsine, dan Ardisia. 

7. Belukar subalpin (subalpine thicket), diatas 2.900 mdpl: luas daerah dalam 

TNKS pada ketinggian tersebut adalah 1.092 hektar. Tipe hutan ini didominasi 

oleh famili Ericaceae dan Symplocaceae. 

Selain tipe ekosistem hutan seperti dimaksud, TNKS juga memiliki lahan 

basah berhutan seperti Rawa dan Danau Bento (1.375 mdpl) dan Rawa Ladeh 

Panjang (1.900 mdpl). Hutan Rawa dan Danau Bento terdiri dari pohon-pohon 

dengan tinggi 5—6 m, dan diameter berkisar 2—6 cm. Batang pohon tertutup 

oleh lumut kerak keras dan dipenuhi oleh paku-pakuan memanjat. Rawa Ladeh 

Panjang terdiri dari hutan rawa kerdil yang seluruh pohonnya dihiasi dengan 

lumut kerak panjang yang mirip janggut. Vegetasi berkayu yang memiliki tinggi 
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kurang dari 4-5 m. Rawa ini merupakan hutan rawa tertinggi yang pernah 

tercatat di Sumatra. 

Keragaman tipe ekosistem di TNKS menyebabkan kawasan ini memiliki 

keragaman spesies dan genetik yang tinggi. Keanekaragaman yang ada sangat 

potensial untuk menciptakan berbagai varietas unggul flora maupun fauna. Jenis 

tumbuhan yang terdapat dalam kawasan TNKS sebanyak + 604 jenis tumbuhan 

dari + 63 famili yang didominasi oleh famili Dipterocarpaceae, Burseraceae, 

Lauraceae, Meliaceae, Myrtaceae, Leguminosae, Euphorbiaceae, Moraceae, 

Anacardiaceae dan Myristicaceae.  Di TNKS juga terdapat beberapa tumbuhan 

yang termasuk kategori langka dan unik antara lain kayu pacat (Harpulia 

arborea) yang tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1.200 mdpl, kayu 

andalas, dan Pinus merkusii strain kerinci (kayu sigi) yang hanya terdapat di 

TNKS wilayah Kabupaten Kerinci dengan penyebaran di sekitar Bukit Tapan, 

Hutan Adat Hiang serta daerah Pungut. 

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat adalah organisasi pelaksana 

teknis setingkat eselon II.b pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal 

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Berdasarkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.07/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional, Balai Besar TNKS bertugas melakukan 

penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan 

pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Balai Besar TNKS juga 

melaksanakan fungsi sebagai berikut:  

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana 

pengelolaan;  

2. Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan;  

3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;  

4. Pengendalian kebakaran hutan;  
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5. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk 

kepentingan non komersial; 

6. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta 

sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan; 

7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; 

8. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan 

kawasan; 

9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi 

sumber daya alam dan ekosistemnya; 

10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya 

alam dan ekosistemnya; 

11. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya 

alam dan ekosistemnya; 

12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; 

13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan. 

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan taman nasional, secara struktur 

organisasi terdapat pengembangan penyempurnaan organisasi dan tata kerja 

unit pelaksana taman nasional. Balai Besar TNKS dikembangkan menjadi Balai 

Besar Taman Nasional Tipe A dengan susunan organisasi yang terdiri dari:  

a. Bagian Tata Usaha, terbagi menjadi tiga subbagian yaitu: Subbagian Umum, 

Subbagian Program dan Kerjasama, dan Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan 

dan Humas.  

b. Bidang Teknis Konservasi, terbagi menjadi dua seksi yaitu: Seksi 

Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan, dan Seksi Pemanfaatan dan 

Pelayanan. 

c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah, yang terdiri dari 3 

BPTN wilayah, yaitu: BPTN Wilayah I Jambi dengan 2 Seksi Pengelolaan 

Taman Nasional (SPTN) yaitu SPTN Wilayah I Kerinci dan SPTN Wilayah II 

Bungo, BPTN wilayah II Sumatra Barat yang terdiri dari SPTN Wilayah III 

Painan dan SPTN Wilayah IV Sangir, dan BPTN wilayah III Bengkulu-Sumsel 
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yang terdiri dari SPTN Wilayah V Lubuklinggau dan SPTN Wilayah VI 

Argamakmur.   

d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional 

Polisi Kehutanan, Kelompok Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, 

Kelompok Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Penggerak Swadaya 

Masyarakat. 

Bagan struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

P.07/Menlhk/Setjen/OTL.0 /1/2016 sebagaimana gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat 

Struktur organisasi tersebut didukung oleh sumber daya manusia (SDM) 

yang memadai dan tersebar di kantor Balai Besar TNKS dan BPTN Wilayah I–III. 

Jumlah pegawai pada masing-masing jenis jabatan selama periode 2018 hingga 

Desember 2020 tampak pada  berikut ini. 
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S2 

15 orang

10%

S1 

40 orang

26%

D3 

6 orang

4%
SLTA 

94 orang

60%

S2 S1 D3 SLTA

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2020 

No Jenis Jabatan 2020 

1 Struktural 15 

2 Fungsional Umum 29 

3 Fungsional Khusus  

 a. Polisi Kehutanan 78 

 b. Penyuluh Kehutanan 12 

 c. Pengendali Ekosistem Hutan 20 

 d. Penggerak Swadaya Masyarakat 1 

 Total 155 

 

Pada tahun 2020, struktur pegawai menurut tingkat/ jenis pendidikannya 

didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 94 orang (60%). Gambaran lengkap 

terkait kondisi kepegawaian disajikan pada Gambar 3  berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Kondisi Pegawai Balai Besar TNKS berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Pada tahun 2020, struktur pegawai menurut umur yang akan mencapai Batas 

Usia Pensiun sebanyak 9%. Gambaran lengkap terkait kondisi kepegawaian 

disajikan pada Gambar Gambar 4 4 berikut.  
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Gambar 4 Statistik Pegawai Berdasarkan Usia per Desember 2020 

 

Capaian tugas Balai Besar TNKS sampai dengan tahun 2019 dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 

Kegiatan bidang pemolaan dan informasi konservasi alam yang telah 

dilaksanakan oleh Balai Besar TNKS selama 2015-2019 meliputi kegiatan 

penyusunan dokumen rencana penataan kawasan konservasi, penyediaan paket 

data dan informasi kawasan, peningkatan kerjasama pembangunan strategis dan 

penguatan fungsi, serta pembuatan/ updating Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). 

Dari semua kegiatan tersebut yang tidak dapat tercapai secara optimal selama 

2015-2019 adalah penyusunan dokumen rencana pengelolaan kawasan 

konservasi. Pada output ini kegiatan yang terlaksana hanya revisi zonasi TNKS 

pada tahun 2017. Penataan kawasan lainnya seperti rekontruksi batas dan 

evaluasi tata batas kawasan belum dapat terlaksana dan masih menjadi masalah 

utama dalam pengelolaan kawasan TNKS sampai saat ini. 

Pada output penyediaan paket data dan informasi kawasan Balai Besar 

TNKS telah menggunakan aplikasi SMART (Spatial Monitoring and Reporting 

Tool) sebagai alat untuk mengumpulkan data patrol, inventarisasi kawasan dan 

kegiatan lainnya. Selain itu aplikasi SIDAK (Sistem Data dan Informasi Kawasan 
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Konservasi) juga sudah mulai dijalankan dan dilakukan updating secara berkala. 

Selain itu untuk mendukung penyediaan dan penyampaian informasi publik pada 

kurun 2015-2019, Balai Besar TNKS juga telah melakukan pembuatan website 

resmi Balai Besar TNKS serta penyebarluasan informasi publik melalui akun 

media sosial resmi. 

Di bidang kerjasama sebagai salah satu wujud dari pengelolaan kolaboratif 

dan partisipatif TNKS telah meningkatkan upaya menjalin kerjasama baik itu 

antar lembaga pemerintah, pihak ke-3, LSM maupun masyarakat di sekitar 

kawasan melalui kerjasama strategis, penguatan fungsi dan kemitraan 

konservasi. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 20 (dua puluh) kerjasama baik 

itu kerjasama strategis, penguatan fungsi maupun kemitraan konservasi yang 

masih aktif mendukung pengelolaan kawasan TNKS. 

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi 

Indikator dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan 

konservasi adalah meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan yang dinilai 

menggunakan Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Berdasarkan 

penilaian METT ini nilai efektivitas pengelolaan kawasan TNKS masih berada di 

bawah nilai 80 tetapi sudah mengalami peningkatan yaitu dari 68 poin pada 

tahun 2018 menjadi 72 di tahun 2019. Kelemahan terbesar yang mempengaruhi 

rendahnya nilai METT TNKS adalah belum tersusunnya Rencana Pengelolaan 

Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn). 

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun 2015-2019 dalam 

rangka pengelolaan kawasan konservasi antara lain adalah perlindungan dan 

pengamanan kawasan, penanganan kebakaran hutan, pembinaan daerah 

penyangga, dan kemitraan konservasi dalam rangka pemberian akses kelola pada 

zona tradisional. Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan sebagai salah 

satu pilar utama konservasi keanekaragaman hayati telah dilaksanakan di 15 

resor pengelolaan yang tersebar di 4 (empat) provinsi dengan mengadopsi 

metode SMART patrol, dimana data hasil patroli, jalur dan upaya yang dilakukan 

oleh petugas direkam dalam aplikasi SMART yang memudahkan sistem 
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pelaporan dan monitoring. Kegiatan perlindungan ini juga dilaksanakan secara 

partisipatif bersama dengan LSM dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). 

Selain kegiatan perlindungan dan pengamanan, Balai Besar TNKS juga telah 

melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dengan penanganan 

kebakaran yang dilakukan pada tahun 2017 mampu menanggulangi kejadian 

kebakaran hutan seluas 272 ha pada perladangan yang berbatasan dengan 

kawasan. Mengingat kawasan TNKS sebagian besar merupakan hutan hujan 

tropis dengan iklim tropis basah, kejadian kebakaran hutan termasuk minim 

terjadi pada kawasan ini. Namun, kewaspadaan terhadap bencana merupakan 

sebuah keharusan. Oleh karena itu, Balai Besar TNKS telah dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana kebakaran hutan serta petugas yang mampu melaksanakan 

pemadaman apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran seperti pada tahun 2017 

tersebut. 

Pada aspek pemberian akses pengelolaan di zona tradisional, sampai 

dengan tahun 2019 seluas 836.08 ha zona tradisional sudah dikelola dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk pengambilan hasil hutan bukan kayu 

maupun budidaya tradisional.  

Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati 

Target IKK pada kegiatan konservasi keanekaragaman hayati ini tidak 

dapat tercapai pada periode renstra 2015-2019. Hal ini disebabkan selain karena 

keterbatasan anggaran yang menyebabkan terbatasnya kegiatan monitoring 

populasi yang dilakukan juga kendala teknis seperti jumlah sarana dan prasarana 

yang masih terbatas serta ketersediaan SDM yang juga masih terbatas. Selain itu 

pada kasus monitoring harimau sumatra, kemungkinan populasi yang menghuni 

kawasan TNKS sudah berada pada kondisi maksimum. Pada monitoring gajah 

sumatra ketersediaan dana untuk monitoring hanya untuk 1 (satu) blok 

monitoring dan hanya sedikit volume kegiatan sehingga cukup sulit 

memperkirakan jumlah populasi satwa tersebut, selain karena belum adanya 

metode standar untuk penghitungan populasi gajah sumatra dan keterbatasan 

SDM dalam melakukan survey. 
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Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 

Indikator pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya unit 

pemanfaatan energi air berupa mini/microhydro yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat.  Pelaksanaan pembangunan mini/microhydro ini pada tahun 2018 

telah disusun FS dan DED atas rencana pembangunan unit pembangkit listrik 

tenaga air. 

Lokasi pelaksanaan kegiatan berada di hulu Sungai Sangir Belangir, 

Kenagarian Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, 

Provinsi Sumatera Barat. Koordinat lokasi bendungan S 02032’51.98” dan E 

102002’44.07”, Koordinat lokasi bak penenang S 02032’45.12’’ dan E 

102002’46.45”, sedangkan koordinat lokasi rumah turbin S 02032’44.68’’ dan E 

102002’46.19”.  

Sampai pada akhir pencapaian renstra yakni pada tahun 2019 telah mulai 

dilaksanakan pembangunan 1 unit pembangkit listrik min/microhydro di Bukit 

Bontak Kabupaten Solok Selatan berupa pembangunan konstruksi sipil yakni 

pembangunan bendungan, intake, saluran pembawa, bak penenang, dan rumah 

turbin. Sedangkan lanjutan pembangunan dilaksanakan pada tahun 2020 berupa 

pembangunan elektrikal. Kapasitas pembangkit listrik ini lebib kurang sebesar 

10 kWh.  

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya 

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya pada Balai Besar TNKS mendukung sasaran pada Direktorat Jenderal 

KSDAE yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 

yaitu terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan 

Direktorat Jenderal KSDAE. Untuk mengukur pencapaian kinerja, telah 

ditetapkan indikator kinerja kegiatannya yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal 

KSDAE minimal 78,00 poin pada tahun 2019. 

Pengukuran nilai SAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Inspektur 

Jenderal KLHK Nomor P.1/Itjen-Setitjen/2015 tentang petunjuk pelaksanaan 

evaluasi SAKIP lingkup Kementerian LHK. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai 
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SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dihasilkan dari kegiatan evaluasi atas 

penerapan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK setiap 

tahunnya. Pencapaian nilai Direktorat Jenderal KSDAE juga lebih cepat dari target 

pencapaian nilai SAKIP jangka menengah (Renstra) yaitu sebesar 78,00 poin 

pada tahun 2019. Pencapaian nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 78,44 poin dengan 

persentase capaian sebesar 100,56%.Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Balai Besar TNKS mendukung 

sasaran pada Direktorat Jenderal KSDAE yang menjadi tanggung jawab 

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yaitu terwujudnya reformasi tata kelola 

kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Untuk 

mengukur pencapaian kinerja, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatannya 

yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada tahun 

2019. 

Pengukuran nilai SAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Inspektur 

Jenderal KLHK Nomor P.1/Itjen-Setitjen/2015 tentang petunjuk pelaksanaan 

evaluasi SAKIP lingkup Kementerian LHK. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai 

SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dihasilkan dari kegiatan evaluasi atas 

penerapan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK setiap 

tahunnya. Pencapaian nilai Direktorat Jenderal KSDAE juga lebih cepat dari target 

pencapaian nilai SAKIP jangka menengah (Renstra) yaitu sebesar 78,00 poin 

pada tahun 2019. Pencapaian nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 78,44 poin dengan 

persentase capaian sebesar 100,56%. 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas Balai Besar 

Taman Nasional Kerinci Seblat antara lain dapat diidentifikasi dan diekstraksi 

dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Dewasa 

ini, isu-isu yang berkembang tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan Nilai Ekonomi Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman 

Hayati.  

Para pihak di lingkup internal maupun eksternal Balai Besar TNKS 

antara lain mengharapkan diupayakannya optimalisasi pemanfaatan nilai 
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keekonomian jasa lingkungan kawasan taman nasional serta potensi 

keanekaragaman hayati yang dihasilkannya. Nilai-nilai keekonomian tersebut 

antara lain berupa pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata alam dan 

pemanfaatan sumberdaya air. Ada banyak potensi obyek wisata yang dapat 

dikelola dan dikembangkan di TNKS namun hanya beberapa yang sudah 

dikelola dan telah dikenal dan sering didatangi oleh wisatawan baik dalam 

negeri maupun luar negeri. Beberapa lokasi lainnya masih belum banyak 

disentuh karena faktor sarana, aksesibilitas, dan lainnya. Sedangkan untuk 

pemanfaatan sumberdaya air di TNKS hampir semua provinsi, kabupaten atau 

kota yang wilayah pemerintahannya terdapat kawasan TNKS memanfaatkan 

sumber air yang berasal dari TNKS sebagai sumber air minum untuk PDAM 

dan berbagai produk air minum dalam kemasan yang hulu air tersebut nyata 

berasal dari kawasan TNKS.  

2. Rencana pembangunan jalan melintasi kawasan TNKS. 

TNKS merupakan salah satu pusat biodiversity penting bagi Pulau 

Sumatra sehingga pada tahun 2004 ditetapkan sebagai Tropical Rainforest 

Heritage of Sumatra (TRHS) bersama dengan Taman Nasional Gunung Leuser 

dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ketiga kawasan taman nasional ini 

merupakan bagian dari Warisan Alam Dunia (World Heritage Site). Saat ini, 

kawasan TRHS masih berada dalam The World Heritage in Danger List pada 

World Heritage Convention ke 35 di Paris tahun 2011 akibat adanya 

perambahan kawasan dan usulan pembangunan jalan di dalam situs. Usulan 

pembangunan jalan di kawasan TRHS dilakukan terutama dalam rangka 

membuka keterisolasian dan untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila 

pembangunan jalan terpaksa dilakukan, maka Pemerintah Indonesia wajib 

menyusun Strategic Enviromental Assessment (SEA). 

Sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia agar TRHS keluar dari 

in Danger List diantaranya adalah dengan cara tidak memberi ijin rencana 

pembangunan jalan baru dalam TRHS. Prioritasnya adalah pada bagian 

perbaikan jalan existing dan hanya diizinkan yang tidak berdampak negatif 

terhadap Outstanding Universal Values (OUVs). 
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Tidak sejalan dengan itu, terdapat 2 (dua) usulan pemerintah Provinsi 

Jambi, yaitu rencana pembangunan jalan Air Liki dan Air Liki Baru yang 

merupakan daerah terisolir dan usulan jalan evakuasi bencana gempa dan 

vulkanis (Gunung Kerinci) dari Lempur sampai ke Ipuh (19 km). Provinsi 

Sumatra Barat pada awalnya memiliki 2 (dua) usulan pembangunan jalan, 

yaitu jalan dari Kambang ke Muara Labuh (24 km), jalan dari Bayang ke Pasar 

Baru Alahan Panjang, namun pada akhirnya Gubernur Sumatra Barat telah 

menghapuskan rencana tersebut. Sedangkan Pemerintah Provinsi Bengkulu 

dan Sumatra Selatan memiliki rencana pembangunan jalan dari Lebong ke 

Musi Rawas Utara, dan jalan dari Talang Donok Lebong ke Batu Gane Musi 

Rawas (21 km). Gubernur Jambi dan Bengkulu juga telah membuat 

kesepakatan (MoU) terkait pembangunan jalan yang menghubungkan kedua 

provinsi melintasi TNKS, namun, sebagian masyarakat khususnya Masyarakat 

Hukum Adat (MHA) Serampas menolak dengan keras rencana tersebut. 

3. Konflik tenurial dan perambahan di Merangin. 

Penggunaan Kawasan Tanpa Izin (PKTI) di wilayah Merangin telah 

menjadi perhatian serius mendapatkan arahan dari Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya. 

Permasalahan ini telah mendapatkan perhatian dan dukungan dari Gubernur 

Jambi, Bupati Merangin, masyarakat setempat dan masyarakat adat. Selain itu 

Ditjen KSDAE juga telah menurunkan Tim Gabungan untuk melakukan 

pengecekan lapangan. Dalam hal ini Marga Serampas mengusulkan 

penambahan wilayah adat sebanyak 34.000 Ha agar dikeluarkan dari kawasan 

TNKS. Selain itu terdapat isu kecemburuan sosial antara masyarakat lokal-

pendatang yang dapat menjadi risiko pintu masuk perambahan. 

4. Pemberian akses masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan TNKS ke 

dalam kawasan TNKS.  

Hal ini dinilai dapat berdampak positif untuk penanganan masalah 

kemiskinan masyarakat yang tinggal berbatasan dengan kawasan TNKS, 

seperti di kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Diperlukan adanya 

pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, pemberdayaan masyarakat 

sebagai pemandu lokal, dan pemberian akses pemanfaatan Hasil Hutan Bukan 
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Kayu (HHBK), serta program-program pemberdayaan masyarakat lainnya 

khususnya untuk masyarakat di daerah penyangga yang tepat sasaran. Dalam 

hal ini, diantaranya terdapat usulan Hutan Desa Air Liki. 

5. Pengelolaan kolaboratif dengan mitra (pemerintah daerah, masyarakat/ adat 

dan perusahaan). 

Pengembangan wisata sebagai alternatif pengembangan ekonomi 

masyarakat yang ramah terhadap hutan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

dalam rangka penguatan fungsi-wisata dengan pemerintah Kabupaten 

Merangin, Kerinci, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Kota Lubuklinggau. 

Diperlukan sosialisasi zonasi dan proses pengajuan IPA/ IPEA/ IUPA/ IUPEA/ 

IPPA. Corporate Social Responsibility (CSR) ke depan perlu diarahkan ke 

pengamanan kawasan, pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat 

di lokasi yang berdekatan/ buffer area TNKS. 

6. Menjadikan TNKS sebagai media pendidikan dan penelitian melalui kerja 

sama dengan universitas sekitar kawasan. 

Pengumpulan data dan informasi satwa dan tumbuhan prioritas yang 

menjadi nilai penting kawasan diperlukan untuk upaya konservasi spesies 

tersebut. Ditetapkannya TNKS sebagai kawasan TRHS karena potensi 

keanekaragaman hayati yang begitu besar sebagai salah satu rumah harimau 

sumatra (Panthera tigris sumatrae) yang tersisa. Harimau sumatra telah 

menjadi simbol budaya masyarakat Sumatra sejak lama. Perannya sebagai 

predator puncak dan spesies kunci di hutan Sumatra sangat penting dalam 

menjaga keseimbangan lingkungan atau ekosistem.  

7. Pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Provinsi dalam 

bidang kehutanan menyebabkan pengamanan kawasan hutan di zona 

penyangga taman nasional menjadi lemah. 

8. TNKS masuk dalam daftar In Danger WHS 

Sejak tahun 2011 (35th World Heritage Committee di Paris), TRHS 

termasuk ke dalam World Heritage Sites in Danger-List untuk mendukung 

TRHS untuk mengatasi ancaman kawasan yang dihadapi serta ancaman 

terhadap nilai penting kawasan (outstanding universal value/ OUV) sebagai 

berikut : 
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a. Perambahan; 

b. Pembangunan jalan: tingginya permintaan untuk membangun rute jalan 

baru, termasuk peningkatan jalan yang telah ada (existing); 

c. Pertambangan dalam kawasan; 

d. Tekanan pada ekosistem daerah penyangga TRHS; 

e. Energi Panas Bumi: adanya kemungkinan pengembangan energi panas 

bumi dalam kawasan konservasi lewat adopsi Undang-undang No 21 

tahun 2014 tentang Panas Bumi; 

9. Pengelolaan Pengunjung Kawasan Konservasi belum optimal 

Pengelolaan pengunjung di Kawasan konservasi perlu dioptimalkan baik 

dari segi sarana dan prasarana penunjang maupun dari saat pembelian tiket 

(ticketing), disamping itu keamanan pengunjung menjadi prioritas penting 

dalam mengelola pengunjung Kawasan konservasi yang meningkat pada 5 

(lima) tahun terakhir. Hal ini mutlak diperlukan untuk kenyamanan 

pengunjung dan tanggung jawab pengelola untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusia tersebut. 

10. Pengelolaan Sampah di Kawasan Konservasi 

Sampah menjadi masalah di daerah wisata khususnya wisata Kawasan 

konservasi, jalur pendakian banyak menjadi tempat sampah yang dibuang 

secara sembarangan oleh pengunjung. Oleh karena itu diperlukan kesadaran 

dari pihak pengunjung dan masyarakat sekitar untuk membantu memungut 

dan membuang sampah pada tempatnya, serta penyediaan sarana dan 

prasarana untuk pengelolaan sampah di tempat wisata oleh pengelola. 

11. Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati 

Kawasan TNKS merupakan perwakilan ekosistem alami hutan hujan 

tropis atau komunitas hutan yang memiliki kelimpahan jenis yang cukup 

besar. Hal tersebut dipengaruhi faktor iklim, ketinggian, sumber daya alam 

hayati dan nonhayati. Keragaman tipe ekosistem di TNKS menyebabkan 

kawasan ini memiliki keragaman spesies dan genetik yang tinggi. 

Keanekaragaman yang ada sangat potensial untuk menciptakan berbagai 

varietas unggul flora maupun fauna. Namun, data dan informasi tentang 

keanekaragaman hayati yang ada di TNKS masih perlu terus dilengkapi baik 
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data keanekaragaman jenis, habitat, populasi, dan distribusinya.  Agar data 

keanekaragaman hayati yang ada tersebut dapat terus diperbaharui 

diperlukan peningkatan intensitas pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi 

keanekaragaman hayati di lapangan. 

12. Keterbatasan Sumber Daya (SDM, Sarpras, dan Anggaran) 

Tidak berimbangnya antara jumlah sumber daya yang dimiliki dengan 

luasan wilayah TNKS yang harus dikelola. Hal ini berakibat pada pengawasan 

yang kurang baik dalam hal pengendalian ekosistem hutan dan juga penjagaan 

kawasan hutan itu sendiri. Di kawasan TNKS sendiri masih banyak ditemukan 

lahan perambahan, perburuan liar, ilegal logging, dan permasalahan lainnya 

disebabkan kurangnya pengawasan di beberapa wilayah. Disamping itu, 

sarana dan prasarana yang masih minim serta anggaran kegiatan jauh dari 

alokasi anggaran ideal dalam mengelola Kawasan TNKS.  

 

Berdasarkan ekstraksi dari isu-isu strategis di atas, serta hasil-hasil 

identifikasi, monitoring dan evaluasi, maka lingkungan strategis Direktorat 

Jenderal KSDAE (Renstra KSDAE 2020-2024) khususnya dalam kawasan TNKS 

dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada 

seperti tercantum pada . 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 5 Analisis SWOT 

Strength

• Potensi keanekaragaman hayati di 
hutan konservasi yang sangat 
tinggi

• Potensi jasa lingkungan pada hutan 
konservasi yang besar

• Keunikan ekosistem

Weakness

• Belum optimalnya pengelolaan 
kawasan konservasi dan 
pengawasan internal

• Jumlah SDM yang belum memadai

Opportunity

• Komitmen Internasional, 
Pemerintah Daerah

• Keberadaan Masyarakat di sekitar 
Kawasan Konservasi

• Keberadaan NGO dan LSM untuk 
menjaga keanekaragaman hayati

Threat

• Akses jalan menuju Kawasan 
Konservasi yang menimbulkan 
kemudahan perambahan

• Kebijakan nasional maupun daerah 
terhadap pengembangan wilayah 
dan pariwisata

• Aktivitas ladang berpindah dan 
tradisi berburu hewan liar pada 
masyarakat tradisional
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Alternatif-alternatif strategi untuk menghadapi isu-isu strategis tersebut, 

berdasarkan analisis SWOT antara lain sebagai berikut: 

1. Melindungi potensi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan di hutan 

konservasi dengan melibatkan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan 

konservasi karena jumlah SDM yang belum memadai. 

2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar serta 

pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Meningkatkan kualitas kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sehingga 

masyarakat dapat menikmati manfaat keberadaan hutan konservasi, serta 

menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan konservasi. 

4. Mengoptimalkan koordinasi multipihak seperti Kementerian /Lembaga  

lainnya, Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau pihak lainnya dalam 

mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah yang beririsan 

dengan kawasan konservasi. 

5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. 

6. Meningkatkan perbaikan tata kelola pembangunan hutan konservasi. 
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024 

 

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK 

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU 

YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN 

GOTONG ROYONG”. Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut 

dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu: 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan 

terpercaya; 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga; 

8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

 

Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan 

hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan 

kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan. 

Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu 

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup 

untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung “Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong-Royong ”. 

    BAB II.  VISI, MISI, TUJUAN 2020-20224 
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Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu 

keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut 

yakni : 

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus 

dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, 

kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan 

yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga 

peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. 

2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup 

masyarakat Indonesia. 

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK 

adalah Misi ke-4 yaitu: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. 

Untuk itu, rumusan Misi KLHK dan tujuan pembangunan KLHK adalah : 

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK 

adalah Misi ke-4 yaitu: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. 

Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu: 

1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang 

Berkualitas. 

2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing. 

4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

yang Baik. 

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim; 

2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk 

perekonomian nasional; 

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan 

dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat 
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4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 

yang baik. 

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan 

tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). 

Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan 

dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka 

rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sasaran 

strategis, yaitu:  

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap 

terhadap perubahan iklim. 

2. Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan 

lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan 

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan 

berkelanjutan 

4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup 

dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing 

 

2.2. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Ditjen KSDAE  

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE 

yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, 

diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan 

ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian 

sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung 

Tujuan Pembangunan KLHK yaitu Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan 

beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional, sehingga sasaran yang 

ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam 

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia 

berasaskan keserasian dan keseimbangan. 
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Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah “Terwujudnya Kelestarian Sumber 

Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang mendukung 

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup 

untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung “Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong-Royong ”. 

Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan 

mendukung Misi KLHK yaitu: 

1. Mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas; 

2. Mewujudkan pemanfaatan TSL yang berkualitas; 

3. Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang 

berkualitas; 

4. Mewujudkan manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk 

kesejahteraan masyarakat; 

5. Mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif; dan 

6. Mewujudkan tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan 

ekosistem yang baik. 

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE 

yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati baik 

di dalam dan di luar hutan konservasi; 

2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan 

nilai ekspor; 

3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi; 

4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan 

masyarakat; 

5. Meningkatkan pengelolaan hutan konservasi yang efektif; dan 

6. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi. 
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Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

mempunyai sasaran antara lain: 

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati; 

2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tsl; 

3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan 

pemanfaatan tsl secara lestari; 

4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan 

konservasi; 

5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan 

Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup direktorat jenderal konservasi 

sumber daya alam dan ekosistem. 
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BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN 
 

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) 
 

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ditunjuk sebagai kawasan 

konservasi untuk kepentingan perlindungan, pengawetan, dan pelestarian 

ekosistem dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Embanan 

tersebut berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) 

perlindungan sistem penyangga kehidupan, (2) pengawetan sumber-sumber 

plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya. Pengelolaan taman nasional juga berkaitan erat dengan 

pencapaian multi manfaat dari segi ekonomi, sosial, serta terutama manfaat 

ekologi.  

Sebagai unit 

pelaksana teknis 

pengelolaan kawasan 

Taman Nasional dari 

Direktorat Jenderal 

Konservasi Sumber-daya 

Alam dan Ekosistem 

(KSDAE) maka program 

dan outup yang akan 

dilaksanakan akan 

mengacu pada arah, 

kebijakan dan strategi di 

tingkat Direkorat KSDAE. Pengelolaan TNKS mengadopsi 10 cara baru dalam 

pengelolaan kawasan sebagaimana disampaikan pada arah kebijakan dan stategi 

Direktorat Jenderal KSDAE  

Berdasarkan 6 (enam) sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem yang telah ditetapkan, terdapat 5 (lima) sasaran yang berkaitan 

dengan pengelolaan TNKS yaitu: (1) Meningkatnya ruang perlindungan 

keanekaragaman hayati, (2) Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan 

                           BAB III.  KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN 

Gambar 6 Sepuluh cara baru pengelolaan Kawasan Konservasi 
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Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari. (3) Meningkatnya 

ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. (4) Meningkatnya 

efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan (5) Meningkatnya tata kelola yang 

baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem. 

Berdasarkan Redesign Sistem Program dan Penganggaran pada Tahun 2020, 

terdapat revisi jumlah Program di Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan yaitu dari 13 Program menjadi 6 Program, seperti disajikan pada 

gambar 3. 

 

Gambar 7. Redesign Sistem Program dan Penganggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 

 

Pada level program terdapat perubahan dimana sebelumnya mendukung 6 

(enam) program, mulai Tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan mendukung di 5 (lima) program. Hal ini dikarenakan Badan Litbang 

dan Inovasi yang semula mengampu Program Riset dan Inovasi sepenuhnya 

diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sedangkan 

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai 

organisasi baru di KLHK, sesuai tugas pokok dan fungsinya mendukung di 4 

program yaitu : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas 

Lingkungan Hidup, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan 
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Program Dukungan Manajemen. Perubahan dukungan KLHK terhadap program 

hasil Redisain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) adalah sebagai berikut. 

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup 

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 

4. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan 

5. Program Dukungan Manajemen. 

Berdasarkan struktur organisasi baru, Direktorat Jenderal KSDAE tidak 

mengalami perubahan program, tetap masuk dalam 3 program yaitu Pengelolaan 

Hutan Berkelanjutan, Kualitas Lingkungan Hidup dan Dukungan Manajemen, 

tetapi menambah 1 kegiatan yaitu Pemulihan Ekosistem, seperti pada tabel 3 

berikut ini. 

Tabel  3. Redesign Program Baru lingkup Ditjen KSDAE 

No Program 
Awal 

Kegiatan No 
Program 

Baru 
Kegiatan 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Dukungan 
Manajemen 
 
Pengelolaan 
Hutan 
Berkelanjutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

1. Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Ditjen KSDAE 

 
1. Pemolaan dan 

Informasi 
Konservasi Alam 

2. Pengelolaan 
Kawasan Konservasi 

3. Konservasi Spesies 
dan Genetik 

4. Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan Hutan 
Konservasi  
 

1. Pembinaan 
Konservasi 
Ekosistem Esensial 

1. Dukungan 
Manajemen 

1. Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Ditjen KSDAE 

2. Pengelolaan 
Hutan 
Berkelanjutan 

1. Perencanaan 
Kawasan 
Konservasi 

2. Pengelolaan 
Kawasan 
Konservasi 

3. Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati Spesies dan 
Genetik 

4. Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan Hutan 
Konservasi 

5. Pemulihan 
Ekosistem 

3. Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

1. Pembinaan 
Konservasi 
Ekosistem Esensial 
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Perubahan struktur organisasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.15 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, terjadi perubahan kegiatan pada masing-masing Direktorat 

Teknis. Perubahan terhadap struktur organisasi yang diikuti perubahan 

kegiatan/sasaran program sampai pada indikator kinerja program pada masing-

masing Direktorat Teknis ini tidak mengakibatkan perubahan Program Kegiatan. 

Perubahan Kegiatan disajikan dalam tabel 3. 

Penjabaran dari Indikator Kinerja beserta target pada Direktorat Jenderal KSDAE 

di Balai Besar TNKS sebagai unit pelaksana teknis dilapangan Tahun 2020-2024 

berdasarkan perubahan kegiatan baru disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Indikator dan Target Rencana Strategis Balai Besar TNKS Tahun 2020 
s.d 2024 

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET Renstra 
(2024) 

1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi 
dengan nilai keanekaragaman tinggi  

447.202 ha 

2 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan 
(prakondisi) status dan fungsi 

1 unit KK 

3 Jumlah desa di Kawasan konservasi yang mendapatkan 
pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat 
(desa) 

103 desa 

4 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada 
masyarakat di Kawasan konservasi melalui kemitraan 
konservasi 

5.000 ha 

5 Jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta 
alam 

55 orang 

6 Jumlah Kawasan konservasi yang dinilai efektivitas 
pengelolaan 

1 unit KK 

7 Luas penanganan konflik tenurial di Kawasan konservasi 107.848 ha 
8 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan 

nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif 
109.460 ha 

9 Jumlah destinasi wisata alam prioritas  5 destinasi 
10 Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan 

karbon 
2 entitas 

11 Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air 6 entitas 
12 Luas ekosistem yang dipulihkan 4.867 
13 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat 

Jenderal KSDAE  
80 poin 

14 Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel  1 Opini WTP 
15 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) 
Level 4 SPIP 
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3.2 Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan 
 

Untuk menjamin arah pengelolaan TNKS sejalan dengan arah kebijakan 

pemerintah saat ini, maka perlu dirumuskan IKK yang akan menjadi tolak ukur 

pencapaian kinerja kegiatan pengelolaan TNKS untuk perencanaan lima tahun 

kedepan. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan TNKS dipilih berdasarkan hasil 

identifikasi dan ekstraksi dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal 

maupun eksternal sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya. IKK, target 

kinerja, tahapan proses (komponen) kegiatan serta dokumen verifikasi capaian 

IKK untuk pencapaian output IKK diuraikan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi 

Pada kegiatan Perencanaan Kawsan Konservasi ini IKK yang akan dicapai 

adalah Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai 

keanekaragaman hayati tinggi dan jumlah unit kawasan konservasi yang 

dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi.  Adapun komponen-

komponen kegiatan untuk mendukung IKK ini adalah : 

a. Desain inventarisasi Kehati  

Kegiatan ini akan mencakup pemetaan dan analisis lokasi inventarisasi 

Kehati. Pemetaan lokasi inventarisasi loasi Kehati dilakukan dengan 

pendekatan studi literatur era hasil survey terdahulu. Sedangkan analisis 

kan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan mitra dan 

akademisi. Kegiatan- kegiatan desain tersebut terdiri dari: 

• Pemetaan dan analisis lokasi Flora nilai penting Kawasan. 

• Pemetaan dan analisis fauna/ satwa liar dan mangsanya.    

• Inventarisasi dan verifikasi nilai Kehati tinggi secara parisipatif. 

b. Inventarisasi dan Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK 

Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Kawasan Konservasi (KK) akan 

difokuskan pada wilayah zona inti dan zona rimba TNKS, sedangkan 

permasalahan dan penanganan Kawasan Konservasi TNKS akan 

difokuskan pada zona rehabilitasi yang merupakan kawasan lokasi 

sebagian besar kawasan Opened Area TNKS. Permasalahan KK pada Zona 
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Tradisional akan ditanang dengan kemitraan konservasi. Kegiatan – 

kegiatan yang dilakukan terdiri dari: 

• Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Kawasan Konservasi (KK). 

• Inventarisasi dan Verifikasi Permasalahan Kawasan Konservasi (KK). 

c. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan 

Penyusunan data spasial potensi dan permasalahan berbasis data 15 

(lima belas) resort ada Balai Besar TNKS. Data ini dapat berupa koordinat 

lokasi serta Grid / Blok area yang telah ditetapkan pada masing- masing 

resort.  Kegiatan ini terdiri dari: 

• Pemetaan Potensi Kawasan Konservasi (KK). 

• Pemetaan Permasalahan Kawasan Konservasi (KK). 

d. Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi. 

Perubahan fungsi dari Kawasan Konservasi sangat bergantung pada 

dinamika dan kondisi masing – masing lokasi/lapangan.  Sehingga 

diperlukan evaluasi rutin terhadap fungsi kawasan yang sebelumnya 

telah ditetapkan.  

2. Kegiatan Pengelolaan Konservasi 

Pada kegiatan Pengelolaan Konservasi, terdapat 3 (tiga) IKK yang akan 

dicapai pada target renstra TNKS Tahun 2020 – 2024  : 

1. Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan 

pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan output 

Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan 

masyarakat  sampai tahun 2024 sebanyak 103 desa. Komponen kegiatan 

untuk mendukung pencapaian output ini adalah : 

a. Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat 

Kegiatan penyusunan masterplan pemberdayaan masyarakat 

ini bertujuan untuk menyediakan road map pemberdayaan 

masyarakat 10 tahun ke depan lingkup Balai Besar TNKS sebagai 

arahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 

berkesinambungan sesuai tujuan yang diinginkan. 
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b. Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat 

1. Pembentukan kelompok 

Agar kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat dapat 

berjalan dengan efektif maka perlu dibentuk struktur 

organisasi/kelompok, sehingga koordinasi, pembangian tugas dan 

tanggung jawab serta penyampaian program yang akan dilaksanakan 

dapat dilakukan dengan lebih baik. Pembentukan kelompok ini harus 

melibatkan dan disetujui oleh pemerintah desa yang diwakili oleh 

kepala desa  

2. Penyusunan Rencana Kelompok 

Penyusunan Rencana Kelompok didampingi oleh 

fasilitator/pendamping desa dan pengelola kawasan konservasi. 

Rencana kelompok disusun untuk jangka waktu lima tahunan dan 

tahunan serta diketahui oleh kepala desa dalam bentuk dokumen 

yang disahkan. Dokumen ini diperlukan sebagai pedoman kelompok 

untuk beraktivitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

3. Forum Komunikasi Masyarakat Adat Desa/Nagari 

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dan 

sebagai upaya melibatkan masyarakat daerah penyangga dalam 

pelestarian ekosistem TNKS, diperlukan jembatan agar program 

ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diterima dan 

tersosialisasi dengan baik. Pembentukan forum komunikasi 

masyarakat adat desa/nagari merupakan salah satu upaya yang 

dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat disekitar kawasan 

TNKS. Selain itu, keberadaan forum komunikasi ini diharapkan juga 

dapat mempererat hubungan antara masyarakat dengan pengelola 

kawsasan TNKS, serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap 

upaya pelestarian Kawasan TNKS 

4. Fasilitasi Kesepakatan Konservasi 

Kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa koordinasi dengan 

pihak terkait serta pembahasan butir-butir kesepakatan yang akan 

dituangkan dalam nota kesepakatan tertulis. Butir-butir dimaksud 
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antara lain terkait pengakuan bersama terhadap wilayah kawasan 

TNKS beserta aturan-aturannya, dukungan terhadap kelestarian 

kawasan TNKS, serta terkait kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan pengelola kawasan TNKS terhadap masyarakat di desa 

dimaksud. 

5. Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat 

Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) ini disusun oleh 

kelompok kerja yang dibentuk oleh Balai Besar TNKS dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. RPM disusun untuk 

periode 5 (lima) tahun dan dijabarkan kedalam Rencana Kerja 

Pemberdayaan Masyarakat Tahunan (RKPMT) sebagai panduan 

pelaksanaan kegiatan pada setiap pertahunnya   

c. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa 

1. Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat 

Kegiatan pelatihan ini juga merupakan peningkatan sumber 

daya manusia di setiap kelompok binaan Balai Besar TNKS. Pelatihan 

ekonomi kreatif ini ditujukan untuk memberi pola pikir baru agar 

masyarakat tidak bergantung pada kawasan hutan, namun tetap 

dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menciptakan hal-hal 

baru yang ramah lingkungan, dan mendorong penguatan fungsi 

khususnya ekowisata di zona pemanfaatan TNKS. 

2. Bantuan Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat  

Kegiatan ini berpedoman pada masterplan pemberdayaan 

masyarakat yang telah disusun sebelumnya atau melalui kajian 

terhadap lokasi rencana pemberian bantuan peningkatan usaha 

ekonomi.  Bantuan ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang 

telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan 

kelompok masyarakat tersebut telah memiliki keterikatan dalam 

pengelolaan kawasan TNKS melalui Perjanjian kerja sama ataupun 

melalui kesepakatan konservasi 
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d. Pendampingan masyarakat sekitar kawasan konservasi 

Pendampingan ini dilakukan pada masyarakat desa ataupun 

kelompok masyarakat desa yang menjadi target pemberdayaan. 

Pendampingan dilakukan oleh staf/petugas yang ditunjuk oleh Kepala 

Balai Besar TNKS atau tenaga pendamping yang direkrut oleh Balai 

Besar TNKS. 

 
e. Monitoring, Evaluasi, Supervisi, Dan Koordinasi Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kegiatan ini dilakukan setiap tahun untuk mengetahui 

kemajuan kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan 

sehingga sesuai dengan perencanaan awal. Beberapa hal yang perlu 

dimonitor dan dievaluasi antara lain: aktivitas, keluaran, manfaat, dan 

keberlanjutan. 

 

2. Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi. Komponen 

kegiatan untuk mendukung pencapaian output ini adalah : 

a. Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi 

Penggunaan kawasan hutan tanpa izin (PKTI) atau secara illegal oleh 

oknum masyarakat mengakibatkan konflik tenurial antara 

masyarakat dengan pengelola kawasan. Upaya menyelesaikan 

permasalahan tersebut harus dilakukan secara serius baik dengan 

perencanaan, pengkajian serta penerapan beragam lintas disiplin 

ilmu yang dilakukan secara kolaboratif bersama multipihak 

dibutuhkan untuk menghasilkan jalan keluar terbaik bagi semua 

pihak. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rencana strategi 

penyelesaian konflik tenurial adalah: 

1. Focus Group Discussion (FGD) 

Diskusi secara mendalam mengenai permasalahan konflik tenurial 

merupakan langkah awal untuk mengali informasi yang akurat 

serta menentukan arah dan pola yang cocok dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Diskusi ini dilakukan bersama-sama 
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dengan semua pihak melalui proses yang terencana dan bertahap. 

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terbentuknya 

kesepakatan mengenai pola penyelesaian konflik tenurial yang 

disetujui oleh para pihak.  Lokasi kegiatan dilaksanakan ditujukan 

pada Resor Merangin Selatan TNKS. 

2.  Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Areal Konflik Tenurial 

Koordinasi dilakukan untuk menjalin hubungan komunikasi yang 

baik dengan beragam pihak namun juga sebagai upaya 

mempercepat aliran informasi atau data terkini yang berkembang 

mengenai permasalahan konflik tenurial tersebut. Koordinasi yang 

baik diharapkan dapat mempercepat respons untuk mengambil 

kebijakan. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah 

terbentuknya tim Kelompok Kerja (Pokja) penanganan konflik 

tenurial wilayah Resor PTN Merangin Selatan. Pelaksanaan 

kegiatan ini melibatkan banyak pihak antara lain Ditjen KSDAE, 

Ditjen Gakkum, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSKL), Ditjen Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), TNKS, Pemda, Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), Perguruan Tinggi, LSM, dan unsur 

masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan ditujukan pada Resor 

PTN Merangin Selatan TNKS. 

 

3.  Menyusun Road Map Penanganan Konflik Tenurial 

Permasalahan konflik tenurial di Kabupaten Merangin telah 

mendapatkan perhatian khusus baik dari nasional maupun 

internasional. Untuk menyusun langkah-langkah dan strategi 

penyelesaian konflik tersebut diperlukan proses perencanaan yang 

matang dan terstruktur. Oleh karena itu, penyusunan road map 

penanganan konflik tenurial di Kabupaten Merangin dirasa 

merupakan hal yang harus dilakukan. Indikator keberhasilan dari 

kegiatan ini adalah tersusunnya satu dokumen road map 

penanganan konflik tenurial wilayah Resor PTN Merangin Selatan. 
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Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan banyak pihak antara lain 

Ditjen KSDAE, Ditjen Gakkum, Ditjen PSKL, Ditjen, PKTL, TNKS, 

Pemda, BPN, Aparat penegak hukum, private sector, perguruan 

tinggi, LSM, dan unsur masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan 

ditujukan pada Resor Merangin Selatan TNKS. 

4. Identifikasi Tipologi dan Aktor yang Terlibat Konflik Tenurial 

Pemahaman menyeluruh mengenai aspek yang terdapat pada 

permasalahan konflik tenurial diperlukan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil langkah yang tepat dalam 

penyelesaian konflik tenurial. Aspek biofisik, sosial budaya dan 

ekonomi serta pembagian aktor yang terlibat dalam konflik 

tenurial merupakan data tipologi yang perlu dikaji dalam 

memahami permasalahan ini. Indikator keberhasilan dari kegiatan 

ini adalah teridentifikasinya tipologi dan aktor yang terlibat dalam 

konflik tenurial wilayah Resor PTN Merangin Selatan. Pelaksanaan 

kegiatan ini melibatkan banyak pihak antara lain Ditjen KSDAE, 

Ditjen Gakkum, Ditjen PSKL, Ditjen, PKTL,TNKS, Pemda, BPN, 

Aparat penegak hukum, private sector, perguruan tinggi, LSM, dan 

unsur masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan ditujukan pada 

Resor PTN Merangin Selatan TNKS. 

 

5. Penjagaan Areal Konflik Tenurial Bersama Para Pihak 

Upaya untuk menghentikan aktivitas serta menghindari terjadinya 

pembukaan lahan baru (perluasan) dapat dilakukan dengan 

melakukan penjagaan dilokasi yang mengalami permasalahan 

konflik tenurial. Penjagaan dilakukan dengan memastikan 

keberadaan petugas di dalam kawasan untuk rutin melakukan 

patroli yang disertai dengan upaya persuasif melakukan sosialisasi 

ke masyarakat sekitar kawasan. Indikator keberhasilan dari 

kegiatan ini adalah tidak terjadi pembukaan lahan baru di TNKS. 

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak antara lain 

TNKS, Pemda, Aparat penegak hukum, LSM, dan unsur masyarakat. 
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Lokasi kegiatan dilaksanakan ditujukan pada Resor PTN Merangin 

Selatan TNKS. 

6. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Penanganan Konflik Tenurial 

Pemantauan dan evaluasi menjadi bagian yang cukup penting 

dalam menjamin keberhasilan pencapaian luaran kegiatan yang 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, demi 

menjamin teratasinya konflik tenurial di Kabupaten Merangin dan 

kesesuaian road map penanganan konflik tenurial yang telah 

disusun dengan perkembangan kondisi konflik di lapangan. 

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah mengetahui 

tingkat keberhasilan penyelesaian konflik tenurial. Pelaksanaan 

kegiatan ini melibatkan kerja sama antara TNKS dengan LSM. 

Lokasi kegiatan dilaksanakan ditujukan pada Resor PTN Merangin 

Selatan TNKS. 

7. Penyelesaian Kasus Sertifikat Dalam Kawasan 

Konflik tenurial di TNKS tidak hanya terbatas pada PKTI saja tetapi 

juga adanya klaim dari beberapa masyarakat yang berada di sekitar 

kawasan yang memiliki sertifikat tanah di dalam kawasan. Untuk 

menyelesaikan kasus tersebut serangkaian kegiatan seperti 

koordinasi dan konsultasi dengan BPN, penyelesaian kasus di 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) sangat diperlukan. 

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah seluruh kasus 

sertifikat tanah yang berada dalam kawasan terselesaikan (100%). 

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah BBTNKS, Balai 

Pengukuhan Kawasan Hutan (BPKH), BPN, Kejaksaan, dan 

Pengadilan. Lokasi kegiatan ini adalah di wilayah kawasan TNKS 

yang terdapat kasus klaim sertifikat di dalam kawasan TNKS. 

3. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di 

kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (Hektar) dengan 

output yang akan dicapai Jumlah desa yang mendapatkan akses 

pengelolaan kawasan konservasi dengan kemitraan konservasi sejumlah 
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5.000 ha sampai tahun 2024. Komponen kegiatan untuk mendukung 

pencapaian output ini adalah : 

a. Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi 

Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi 

adalah sebagai langkah prakondisi pengembangan kemitraan 

konservasi antara masyarakat di sekitar kawasan dengan Balai Besar 

TNKS. Untuk mendukung dan memberdayakan pemerintah dan 

masyarakat desa dalam penyusunan rencana tata ruang desa.  

Rencana tata ruang mendukung program pembangunan 

kehutanan secara terpadu termasuk pengelolaan Zona Rehabilitasi 

Taman Nasional Kerinci Seblat, pemanfaatan lahan secara lestari dan 

peningkatan sosial ekonomi pedesaan. Kelanjutan kegiatan ini 

bertujuan untuk memastikan data, informasi dan peta yang 

menggambarkan tentang penggunaan lahan desa saat ini dan 

penandaan batas desa indikatif desa dan juga memberikan informasi 

seperti: batas desa, batas kawasan TNKS (Zona Rehabilitasi) dan areal 

konflik dan atau berpotensi konflik lahan, dan  pemetaan calon lokasi 

kemitraan konservasi. Hal ini penting untuk mengumpulkan data, 

informasi, dan memetakan pemanfaatan kawasan TNKS sebagai 

langkah persiapan pengembangan kemitraan konservasi. 

b. Pemberian akses kelola kepada masyarakat 

Salah satu program pengelolaan konservasi yang dijalankan 

oleh Balai Besar TNKS berdasarkan indikator kinerja kegiatan adalah 

jumlah desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan 

kemitraan konservasi pada blok/ zona tradisional atau Peningkatan 

Usaha Ekonomi Produktif dengan dengan output jumlah desa yang 

mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan 

Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif 

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah : 

1. Mengurangi ketergantungan masyarakat atas sumber daya alam 

dikawasan konservasi; 
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2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan 

kebutuhan sandang, pangan dan papan; 

3. Membantu masyarakat menggali dan mengembangkan peluang-

peluang yang ada bagi pengembangan ekonomi produktif; 

4. Menguatkan kelembagaan masyarakat; 

5. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat dan 

kepentingan keberadaan kawasan konservasi. 

Kegiatan kemitraan konservasi dalam rangka pemberian akses 

kelola kepada masyarakat serta peningkatan usaha ekonomi ini 

dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: 

1. Sosialisasi kemitraan konservasi; 

2. Inventarisasi karakteristik lokasi; 

3. Pembahasan usulan kerjasama; 

4. Penyusunan RPP dan RKT untuk pemberian akses; 

5. Pembentukan atau penguatan kelembagaan kelompok. 

4. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi 

Penilaian efektifitas pengelolaan kawasan TNKS dilakukan dengan 2 

metode sebagai berikut, bisa digunakan keduanya atau salah satu: 

1. Penilaian Management Effectiveness Tracking Tool (METT) 

Penilaian METT pada tahun 2017 dengan nilai 68% merupakan 

penilaian baseline METT pengelolaan kawasan TNKS. Pada tahun 2018 

nilai METT masih sama dengan baseline tahun 2017 dengan nilai 68%, 

dan pada tahun 2019 nilai METT mengalami peningkatan sebesar 

72%. Pada tahun 2024 nilai METT ditargetkan sebesar 77%. Target 

nilai METT dalam 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: 

2. Penilaian Capacity Development Scorecard  

Penilaian score card pada tahun 2018 dengan skor 67 dalam 

persentase 69,79% merupakan baseline penilaian efektifitas 

pengelolaan melalui score card. Pada tahun 2024 nilai score card Balai 

Besar TNKS sebesar 74.  

5. Pembinaan kader KOnservasi melalui Bina Cinta Alam 
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Adapun komponen kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pembinaan 

rutin kader konservasi dangan pengesahan kartu anggota kader beserta 

dengan sertifikasi kader konservasi. Total jumlah penambahan kader 

konservasi sampai tahun 2024 adalah 55 orang dengan starting awal 

jumlah kader konservasi pada tahun 2022 berjumlah 45 orang. 

3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik 

Pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik, IKK yang akan dicapai 

dalam kegiatan ini adalah Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi 

dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Hektar) dengan 

output Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi sebagai perlindungan 

keanekaragaman spesies dan genetik TSL sampai 2024 adalah sebesar 1 juta 

Hektar. Adapun komponen kegiatan untuk mendukung pencapaian output ini 

adalah : 

1. Perencanaan kelola Kawasan Konservasi 

Dalam rangka meningkatkan skor/ nilai METT Balai Besar TNKS, mulai 

dilakukan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 

(RPJP) TNKS. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dana dari Sumatran 

Tiger Project: Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in 

Priority Sumatran Landscape. Proses penyusunan RPJP TNKS ini 

berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem Nomor P. 14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam, 

Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Penyusunan dokumen 

rencana pengelolaan RPJP dan RPJPn Balai Besar TNKS adalah sebagai 

salah satu upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan juga guna 

menyediakan guideline bagi upaya konservasi TNKS sehingga 

diharapkan ke depannya kegiatan yang dilaksanakan lebih terararah 

untuk mencapai tujuan pengelolaan TNKS dan pengelolaan nilai penting 

Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi 

Dalam rangka mengurangi gangguan terhadap kawasan, menjaga 

wilayah-wilayah tepi dan rawan konflik serta mengumpulkan data 
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potensi, ancaman dan gangguan kawasan Balai Besar TNKS 

melaksanakan beberapa kegiatan perlindungan dan pengamanan secara 

partisipatif bersama para pihak. Kegiatan patroli ini direkam dalam 

sebuah alat monitoring yaitu SMART-RBM.  

         Salah satu inovasi yang dilakukan Balai Besar TNKS di bidang 

perlindungan dan pengamanan adalah dengan melibatkan masyarakat 

sekitar kawasan terutama yang telah bermitra dengan TNKS melalui 

pembentukan Kelompok Konservasi Mandiri (KKM). KKM ini dibentuk 

dengan tujuan untuk membantu Polisi Kehutanan (Polhut) TNKS dalam 

melaksanakan kegiatan patrol terutama di sekitar desa mereka masing-

masing. KKM ini kemudian dibekali dengan kemampuan dasar navigasi 

darat dan pengambilan data SMART di lapangan sehingga dapat 

melakukan patrol dan pengambilan data lapangan dengan metode 

SMART-RBM. 

2. Pengendalian Kebakaran Hutan 

Kejadian kebakaran hutan merupakan salah satu kejadian yang 

sulit untuk diprediksi namun dapat diperkirakan kapan kemungkinan 

akan terjadi dan dimana kebakaran hutan tersebut akan terjadi. Pada 

saat kebakaran hutan terjadi dan meluas diperlukan mobilisasi personil 

yang tidak sedikit dari berbagai pihak mulai dari pihak taman nasional, 

maggala agni, BPBD, BNPB dan petugas pemadam kebakaran setempat. 

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran, mobilisasi 

personil dan koordinasi antara stakeholder dalam kejadian kebakaran 

hutan maka akan dilakukan kegiatan penanganan kebakaran hutan yang 

didalamnya melingkupi ketiga kegiatan tersebut. Indikator keberhasilan 

kegiatan ini adalah dapat menangani 100% kejadian kebakaran hutan di 

kawasan TNKS maupun sekitar batas kawasan. 

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 

Kawasan TNKS merupakan wilayah tangkapan air bagi 4 (empat) DAS 

utama di Pulau Sumatra Bagian tengah yaitu DAS Batanghari, DAS Agam Kuantan, 

DAS Musi dan DAS Ketahun, sehingga kawasan TNKS memiliki status penting bagi 



 

   

49 

ketersediaan air bagi masyarakat di Sumatra. Konservasi kawasan diperlukan 

untuk menjaga keberlangsungan fungsi sumber daya air tersebut. Peningkatan 

nilai manfaat potensi sumber daya air melalui pemanfaatan jasa lingkungan air 

dan energi air dapat berkontribusi untuk meningkatkan nilai manfaat kawasan 

TNKS bagi masyarakat sekitar terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan air 

untuk aktifitas masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan usaha pemanfaatan jasa 

lingkungan air dan energi air dapat mendorong peningkatan PNBP dari kawasan 

konservasi. Pada akhirnya, pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air ini 

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan 

menjamin kelestarian kawasan TNKS. 

  Pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan 

Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman 

Wisata Alam telah memberikan wewenang kepada taman nasional untuk 

memanfaatkan sumberdaya air dan energi air dalam bentuk pemanfaatan air 

sebagai masa dan pemanfaatan air sebagai energi. Menindaklanjuti wewenang 

pemanfaatan sumberdaya air di kawasan taman nasional, Balai Besar TNKS telah 

melakukan inventarisasi potensi sumberdaya air pada beberapa lokasi dan 

menetapkan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan TNKS melalui 

Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK. 127/KSDAE/SET/KSA.3/3/2017 

tentang Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air Pada Taman Nasional 

Kerinci Seblat.  

Selama periode tahun 2020-2024 Balai Besar TNKS menargetkan terdapat 

sebanyak 30 (tiga puluh) izin pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air. 

Untuk mendukung pencapaian target pada IKK ini maka upaya dalam bentuk 

komponen-komponen kegiatan sebagai berikut: 

a. Prakondisi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air 

Persiapan pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air diperlukan 

untuk menjamin agar pemanfaatan yang dilakukan dapat berjalalan sesuai 

dengan target yang akan dicapai. Selain itu, aktifitas prakondisi ini juga 

merupakan upaya yang dilakukan untuk mensinkronkan aktifitas pemanfaatan 
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dengan upaya pengelolaan kawasan lainnya. Adapun bentuk-bentuk kegiatan 

prakondisi ini antara lain: 

1. Kajian hidrologi di Sub DAS yang ada di dalam kawasan TN dan daerah 

penyangga.  

Adanya peningkatan degradasi fungsi DAS mendorong tumbuhnya 

kesadaran untuk mengenali lebih jauh kondisi wilayah DAS yang 

bersangkutan, permasalahan yang terjadi, serta mengkaji kegiatan 

pelayanan lingkungan yang dapat dilakukan untuk menjaga fungsi DAS 

tersebut. Langkah awal dari upaya ini adalah dengan melakukan kajian 

hidrologi di kawasan DAS yang ada di dalam kawasan TN dan daerah 

penyangga TNKS. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) basis 

data hidrogeologi di kawasan TNKS dan daerah penyangga TNKS yang 

meliputi Sub DAS Batanghari, Sub DAS Musi, Sub DAS Ketahun dan Sub DAS 

Pantai Barat. Kegiatan kajian hidrologi ini dilaksanakan pada tahun kedua 

periode 2020-2024 oleh BBTNKS dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 

2. Inventarisasi potensi sumber daya air 

Potensi air permukaan, air tanah, dan mata air di kawasan TNKS 

merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan jasa 

lingkungan air dan energi air. Saat ini potensi sumberdaya air di kawasan 

TNKS tersebut masih belum diketahui secara menyeluruh untuk cakupan, 

luas, dan intensitas, sehingga diperlukan kegiatan inventarisasi potensi 

untuk pemanfaatan masa air dan sebagai sumber energi. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun kedua, ketiga, keempat dan 

kelima periode 2020-2024, dengan target dihasilkannya 15 peta dan data 

potensi sumber daya air per Resor (15 Resor TNKS). Kegiatan ini 

dilaksanakan oleh Balai Besar TNKS di masing-masing Resor TNKS. 

3. Kajian pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air di kawasan TNKS  

Mengetahui nilai jasa lingkungan dari sumber daya air dari TNKS serta 

nilai pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air penting untuk 

meingkatkan posisi tawar program-program konservasi DAS dan program-

program peningkatan pemanfaatan sumber daya air itu sendiri. Kajian 

pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air kawasan TNKS dilakukan 
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dengan tujuan mendapatkan nilai ekonomi sumberdaya air di kawasan TNKS 

serta nilai ekonomi pemanfaatan sumberdaya air yang telah dilakukan di 

TNKS  

Kegiatan Kajian pemanfaatan jasa lingkungan air kawasan TNKS 

dilaksanakan pada tahun kelima periode 2020-2024. Kegiatan ini 

dilaksanakan oleh BBTNKS dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 

b. Peningkatan Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Energi Air (IPEA) 

1. Sosialisasi prosedur pengajuan IPA/ IPEA 

Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air 

(IUPA) adalah bentuk-bentuk pemanfaatan jasa lingkungan air kawasan 

TNKS yang ditujukan untuk kepentingan non komersial, yaitu untuk 

pemenuhan keperluan rumah tangga ataupun untuk kepentingan sosial. 

IPA dan IPEA dapat diberikan kepada instansi pemerintah; kelompok 

masyarakat; atau lembaga sosial. Untuk meningkatkan kelancaran 

proses perizinan IPA/IPEA, dilakukukan sosialisasi prosedur pengajuan 

IPA/IPEA. 

Kegiatan sosialisasi prosedur pengajuan IPA/IPEA ini dilakukan 

pada tahun kedua periode 2020-2024, dengan target terlaksananya 

kegiatan sosialisasi prosedur pengajuan IPA/IPEA sebanyak 6 (enam) 

kali di 3 (tiga) bidang pengelolaan TNKS. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 

Balai Besar TNKS dengan melibatkan subyek pemegang IPA/IPEA. 

2. Fasilitasi pengajuan IPA/IPEA , penyusunan dokumen Rencana 

Pemanfaatan Air (RPA) dan Rencana Pemanfaatan Energi Air (RPEA). 

Tindak lanjut penerbitan IPA/IPEA adalah penyusunan 

RPA/RPEA sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang 

lingkup izin. Untuk mengakomodir hal ini dilakukan kegiatan fasilitasi 

pengajuan IPA/IPEA dan penyusunan dokumen RPA/RPEA. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah tersusunnya persyaratan pengajuan IPA/IPEA dan 

dokumen RPA/RPEA untuk semua pemegang ijin. 

Kegiatan fasilitasi pengajuan IPA/IPEA dan penyusunan 

dokumen RPA/RPEA ini dilaksanakan setiap tahun selama periode 

2020-2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya persyaratan 
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pengajuan IPA/IPEA dan dokumen RPA/RPEA untuk semua pemegang 

ijin. Kegiatan ini dilakukan di lokasi calon pemegang IPA/IPEA oleh 

BBTNKS dengan melibatkan pemegang izin. 

3. Koordinasi dan Supervisi IPA/IPEA 

Kegaiatan Koordinasi dan Supervisi IPA/ IPEA merupakan upaya 

yang dilakukan untuk memastikan usulan/permohonan pemanfaatan 

jasa lingkungan air atau energi air didukung oleh pihak lain yang 

berkepentingan di lokasi usulan/permohonan. Selain itu, kegiatan ini 

juga dilakukan untuk memantau proses pelaksanaan 

4. Bantuan Instalasi Pembangunan IPA/ IPEA 

Bantuan instalasi pembangunan IPA/IPEA merupakan upaya yang 

dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan IPA/IPEA sekaligus 

sebagai bagian dari peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan air dan 

energi air di kawasan TNKS untuk kepentingan  rumah tangga dan sosial 

masyarakat sekitar TNKS. 

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan IPA/ IPEA 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan IPA/ IPEA ditujukan untuk 

menilai pencapaian kinerja sesuai dengan rencana pemanfaatan air serta 

melindungi kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan air secara 

keberlanjutan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan IPA/ IPEA 

ini dilaksanakan setiap tahun selama periode 2020-2024, dengan target 

terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk semua pemegang 

ijin sebanyak satu kali per tahun untuk pada setiap lokasi pemegang IPA/ 

IPEA. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Besar TNKS dengan 

melibatkan pemegang izin. 

6. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Kegiatan 

Tahunan (LKT) 

Sebagai bagian dari pelaksanaan RPA/RPEA maka perlu disusun 

RKT yang digunakan sebagai pedomanpelaksanaan kegiatan 

pemanfaatan jasa lingkungan air atau energi air pada setiap tahunnya, 

selanjutnya hasil pelaksanaan RKT dilaporkan pada setiap akhir tahun 

kegiatan. Agar penyusunan RKT dan LKT dapat berjalan sesuai dengan 
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waktu yang ditentukan dan sesuai dengan peryaratan yang ada, maka 

diperlukan pendampingan dan pembahasan RKT dan LKT antara Besar 

TNKS dengan pemegang izin.  

c. Peningkatan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan 

Energi Air (IUPEA) 

1. Sosialisasi prosedur pengajuan IUPA/IUPEA  

Izin usaha pemanfaatan air dan energi air (IUPA dan IUPEA) adalah 

izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat 

melakukan usaha pemanfaatan air atau energi air secara komersial. IUPA 

dan IUPEA dapat diberikan kepada badan usaha; atau koperasi. Untuk 

meningkatkan kelancaran proses perizinan IUPA/IUPEA dilakukan 

sosialisasi prosedur pengajuan IUPA/ IUPEA. 

Kegiatan sosialisasi prosedur pengajuan IUPA/ IUPEA ini 

dilakukan pada tahun kedua periode 2020-2024, dengan target 

terlaksananya kegiatan sosialisasi prosedur pengajuan IPA/IPEA 

sebanyak 6 (enam) kali di 3 (tiga) bidang pengelolaan TNKS. Kegiatan ini 

dilaksanakan oleh Balai Besar TNKS dengan melibatkan subyek 

pemegang IUPA/IUPEA. 

2. Penyusunan Pertimbangan Teknis IUPA/ IUPEA 

Usulan atau permohonan IUPA/ IUPEA di kawasan konservasi 

memerlukan kajian yang disampaikan dalam bentuk pertimbangan 

teknis. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan 

berupa lokasi atau ruang publik yang  meliputi keberadaan obyek daya 

tarik wisata alam, jalur lintasan atau aktivitas satwa, lokasi cagar budaya, 

atau situs sejarah. Selain itu, penyusunan pertimbangan teknis ini juga 

melakukan kajian terhadap kesesuaian lokasi permohnan izin dengan 

rencana pengelolaan kawasan, zona pengelolaan kawasan, data dan 

potensi sumberdaya air sesuai dengan hasil inventarisasi sumberdaya 

air. Hasil pengumpulan data tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk 

menentukan kelayakan usulan/permohonan untuk di proses lebih 

lanjut. Penyusunan pertimbangan teknis ini dilaksanakan setiap tahun 
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selama periode 2020-2014 mengikuti kegiatan fasilitasi pengajuan 

IUPA/ IUPEA. 

3. Fasilitasi pengajuan IUPA/IUPEA dan penyusunan dokumen Rencana 

Pengusahaan Pemanfaatan Air (RPPA) dan Rencana Pengusahaan 

Pemanfaatan Energi Air (RPPEA) 

Tindak lanjut penerbitan IUPA/ IUPEA adalah penyusunan 

RPPA/RPPEA, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang menjadi 

ruang lingkup izin. Untuk mengakomodir hal ini dilakukan kegiatan 

fasilitasi pengajuan IUPA/IUPEA dan penyusunan dokumen 

RPPA/RPPEA. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya persyaratan 

pengajuan IUPA/IUPEA dan dokumen RPPA/RPPEA untuk semua 

pemegang ijin. 

Kegiatan fasilitasi pengajuan IUPA/IUPEA dan penyusunan 

dokumen RPPA/RPPEA ini dilaksanakan setiap tahun selama periode 

2020-2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya persyaratan 

pengajuan IUPA/IUPEA dan dokumen RPPA/RPPEA untuk semua 

pemegang ijin. Kegiatan ini dilakukan di lokasi calon pemegang 

IUPA/IUPEA oleh BBTNKS dengan melibatkan pemegang izin.  

4. Koordinasi dan Supervisi IUPA/ IUPEA 

Kegaiatan Koordinasi dan Supervisi IUPA/ IUPEA merupakan 

upaya yang dilakukan untuk memastikan usulan/permohonan 

pemanfaatan jasa lingkungan air didukung oleh pihak lain yang 

berkepentingan di lokasi usulan/permohonan. Selain itu, kegiatan ini 

juga dilakukan untuk memantau proses pelaksanaan. 

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan IUPA/ IUPEA 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan IUPA/IUPEA ditujukan 

untuk menilai pencapaian kinerja sesuai dengan rencana pemanfaatan 

air serta melindungi kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan air 

secara keberlanjutan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

IUPA/IUPEA ini dilaksanakan setiap tahun selama periode 2020-2024, 

dengan target terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk 

semua pemegang ijin sebanyak satu kali per tahun untuk pada setiap 
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lokasi pemegang IUPA/IUPEA. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai 

Besar TNKS dengan melibatkan pemegang izin. 

6. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Kegiatan Tahunan 

(LKT) 

Sebagai bagian dari pelaksanaan RPPA/RPPEA maka perlu disusun 

RKT yang digunakan sebagai pedomanpelaksanaan kegiatan pemanfaatan 

jasa lingkungan air atau energi air pada setiap tahunnya, selanjutnya hasil 

pelaksanaan RKT dilaporkan pada setiap akhir tahun kegiatan. Agar RKT dan 

LKT yang disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai dengan 

peryaratan yang ada, maka diperlukan pendampingan dan pembahasan RKT 

dan LKT antara Besar TNKS dengan pemegang izin. 

 

5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem 
 

Proses pemulihan ekosistem yang dilakukan melalui skema kemitraan 

konservasi dimulai dari inventarisasi ekosistem untuk menentukan tingkat 

kerusakan, data calon mitra dan ekosistem referensi sampai dengan tahap 

akhir pembibitan dan penanaman dalam rangka pemulihan ekosistem.  

       Dalam rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan, Balai Besar TNKS akan 

melaksanakan kegiatan pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi 

bersama masyarakat desa untuk mendukung kegiatan pemulihan ekosistem 

di kawasan konservasi. Pemulihan ekosistem sebagai upaya memperbaiki 

fungsi hutan dengan melibatkan masyarakat yang terlibat langsung dan 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. 

Terget pencapaian pemulihan ekosistem sampai pada tahun 2024 adalah 

4.827 ha.  
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6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat 
 

Terdapat 3 (Tiga) IKK yang akan dicapai dalam kegiatan ini, yaitu : 

1. Nilai Sakip pada Ditjen KSDAE 80 Point 

SAKIP atau Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

merupakan sebuah tool yang diciptakan dalam rangka perbaikan 

pemerintahan dan reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan 

akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang beroritentasi pada hasil 

(outcome). Peningkatan dari nilai SAKIP ini sendiri mengindikasikan 

peningkatan tata kepemerintahan yang baik yang pada akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

kredibilitas lembaga pemerintahan. Sampai dengan tahun 2024 target 

yang ingin dicapai oleh Ditjen KSDAE ada pada poin 80 dengan 

menggunakan baseline pada tahun 2018 nilai SAKIP Ditjen KSDAE berada 

pada poin 78. 

2. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Level maturitas SPIP ini menggambarkan tingkatan atau struktur 

kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda 

antara satu tingkat dengan yang lainnya. Target yang ingin dicapai selama 

5 (lima) tahun ini adalah level maturitas SPIP berada pada level 4 yaitu 

penyelenggaraan SPIP terkelola dan terukur. Pada tingkat ini 

pengendalian internal telah diterapkan secara efektif. Masing-masing 

personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada 

pencapaian tujuan kegiatan maupun tujuan pengelolaan. Evaluasi 

dilaksanakan secara formal dan terdokumentasi namun, masih 

dilaksanakan secara manual. 

3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 

WTP adalah prestasi tertinggi atas laporan keuangan yang diberikan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. TNKS sebagai unit pelaksana teknis mendukung 

untuk pencapaian tersebut dengan mengoptimalisasi fungsi pengawasan 
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pada lingkup TNKS, baik laporan keuangan, laporan BMN maupaun surat 

pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Adapun komponen yang akan dilaksankan untuk mendukung 

pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran; 

Penyusunan rencana program dan anggaran ini dilaksanaan dengan 

tujuan agar seluruh kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan berada pada 

kerangka pencapaian tujuan yang jelas dan terdokumentasikan sesuai 

dengan rencana pengelolaan jangka panjang, strategis maupun tahunan. 

Penyusunan rencana program dan anggaran ini juga memastikan bahwa 

seluruh kegiatan yang dilaksanakan didukung oleng sumber daya yang 

memadai dan sesuai proporsinya. Kemudian pelaksanaan kegiatan itu 

sendiri mengikuti guideline/ standar operasional prosedur yang baku 

lingkup Balai Besar TNKS. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka 

perencanaan program dan anggaran ini antara lain adalah penyusunan 

rencana kerja, rencana operasional, RKA K/L, renstra 2025-2029. Dalam 

rangka perencanaan ini terdapat kegiatan-kegiatan lain yang juga 

mendukung perencanaan yang komprehensif yang akan diambil sebagai 

salah satu strategi dalam mewujudkan ketiga IKK pada output ini antara 

lain adalah fasilitasi penyusunan dokumen kerjasama, sosialisasi RKA 

K/L, pembahasan petunjuk teknis kegiatan, pembahasan/ sinkronisasi 

pendanaan berkelanjutan Bersama mitra/ stakeholder lainnya. 

b. Pelaksanaan Evaluasi dan Kehumasan; 

Pelaksanaan evaluasi kinerja merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam pengelolaan lembaga pemerintah demi meningkatkan 

tata kelola kepemerintahan yang baik, pengendalian internal melalui 

mekanisme monitoring kinerja secara berkala, serta kegiatan kehumasan 

yang memastikan bahwa informasi public dapat diterima oleh masyarakat 

dengan bahasa bahasa yang lebih informatif dan komunikatif. Dalam 

rangka mendukung pelaksanaan evaluasi dan kehumasan lingkup Balai 

Besar TNKS beberapa kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan 
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dalam kurun waktu 2020-2024 antara lain adalah penyusunan laporan 

kinerja, penyusunan laporan capaian renja, rapat evaluasi pelaksanaan 

kegiatan, penyelenggaraan SPIP, penyusunan buku statistic TNKS, 

pengelolaan system informasi dan media massa serta pengelolaan 

perpustakaan.  

c. Pengelolaan Keuangan, Umum, dan Perlengkapan; 

Dalam rangka pencapai opini WTP, pengelolaan keuangan dan 

perlengkapan merupakan salah satu indikator utama yang 

penyelenggaraannya memerlukan perhatian khusus dan pengawasan 

internal yang kuat agar target opini WTP tersebut dapat tercapai. 

Pengelolaan keuangan, umum, dan perlengkapan yang direncanakan akan 

dilaksanakan dalam rangka mencapai opini WTP tersebut antara lain 

meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang 

milik negara (BMN), rekonsiliasi keuangan antara pengelola keuangan 

pada setiap Bidang PTN Wilayah dan kantor Balai Besar TNKS untuk 

mencegah terjadinya selisih data serta sinkronisasi data realisasi 

keuangan, in house training pengelola keuangan, penghapusan BMN, 

pengurusan sertifikat tanah milik negara, analisa kebutuhan dan revaluasi 

BMN, serta pemasangan papan nama pada tanah dan bangunan milik Balai 

Besar TNKS. 

Kemudian sebagai salah satu program adaptasi kebiasaan baru 

dalam rangka mitigasi pandemic COVID-19 pada kegiatan umum juga 

akan disediakan anggaran penanganan COVID-19 mengikuti arahan dari 

gugus tugas penanganan COVID-19 nasional maupun masing-maisng 

wilayah. Keberadaan anggaran ini sendiri akan berhenti ketika situasi 

pandemic COVID-19 sudah dapat dikendalikan atau mengikuti arahan 

selanjutnya dari gugus tugas penanganan COVID-19 

d. Pengelolaan Kepegawaian; 

Pengelolaan kepegawaian merupakan salah satu kegiatan 

manajemen pengelolaan yang menyangkut kesejahteraan pegawai, 

evaluasi terhadap efektivitas dan capaian kinerja pegawai serta analisa 

kesesuaian beban kerja. Analisa beban kerja ini sendiri sangat 
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berpengaruh bagi ketersediaan sumber daya manusia yang memadai 

dalam menunjang pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Balai Besar TNKS. 

Dalam rangka pengelolaan data kepegawaian dan peningkatan kapasitas 

SDM Balai Besar TNKS, beberapa alternatif kegiatan yang akan diambil 

meliputi penyelenggaraan penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka 

Kredit (DUPAK), pengelolaan data kepegawaian, FGD pejabat fungsional, 

peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan fisik 

pegawai, pelaksanaan penilaian dan analisis beban kerja serta fasilitasi 

diklat pegawai 

 

3.3. Pengarusutamaan 

 
Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 telah 

ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis 

pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam 

Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) 

pengarusutamaan (mainstreaming) yang memiliki peran vital dalam 

pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan 

serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut:  

 

1. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender 

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk 

mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari 

penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta 

pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE khususnya TNKS 

untuk  masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki. 

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan 

dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan 

perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya. Dalam pelaksanaan 

kegiatannya Balai Besar TNKS bekerja sama dengan kelompok petani hutan 
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masyarakat desa di sekitar TNKS yang tergabung dalam Kelompok Perempuan 

Peduli Lingkungan (KPPL) dalam pemberian akses kemitraan konservasi untuk 

pemanfaatan HHBK. Sejak tahun 2019 telah dilakukan perjanjian Kerjasama 

dengan 2 KPPL lingkup Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah III 

Bengkulu Sumatera Selatan yakni : 

 1.  KPPL Maju Bersama, Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, 

Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berupa pemberian akses 

pemungutan HHBK Kecombrang (Etlingera elatior) dan Pakis (Diplazium 

esculentum) di zona tradisional TNKS.  

2. KPPL Karya Mandiri, Desa Tebat Tenong Luar, Kecamatan Bermani Ulur 

Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkuluberupa pemberian 

akses pemungutan HHBK berupa Bambu (Bambuseae) dan Pepulut 

(Urena lobata) di zona tradisional TNKS. 

(2) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi 

dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang 

responsif gender (PRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang 

responsif gender; dan (4) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan 

pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Balai 

Besar TNKS selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan baik 

administrasi maupun di lapangan, perempuan senantiasa dilabatkan untuk 

berperan  pengambilan keputusan dari tingkat resort sampai ke tingkat Balai 

Besar . 

 

3. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan,  

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi 

pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan 

generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan 

lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait 

termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola 

pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 

118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen 

KSDAE dan Balai Besar TNKS sebagai unit pelaksana teknis di lapangan 
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berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam indikator perlindungan 

keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi secara berkelanjutan, dan 

Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam indikator 

peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta pendapatan/multiplier effect 

dari pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam. 

4. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya 

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan 

pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses 

pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local 

wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial 

budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta 

penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan 

sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah 

budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan 

bangsa. Ditjen KSDAE Balai Besar TNKS mendorong peningkatan target 

kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pada 5 tahun mendatang. 

5. Pengarusutamaan Transformasi Digital 

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk 

mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing 

bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke 

depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek 

pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big 

data. Balai Besar TNKS telah menjalankan situation room (sitroom) dan Sistem 

Informasi Pendataan Konservasi (SIDAK) serta data SMART Patrol sebagai basis 

data informasi di TNKS,  
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 Peta Sasaran Kegiatan dan  Indikator Kinerja Kegiatan (Cascading) 

 

 Sasaran Strategis Kementerian LHK diturunkan menjadi Sasaran Strategis 

Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan, dimana masing-

masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target 

Kementerian LHK (IKU), Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan 

(IKK). Selanjutnya untuk TNKS sebagai unit pelaksana teknis di lapangan 

menjabarkan lagi setiap komponen untuk mendukung pencapaian output 

pelaksanaan kegiatan.  Peta sasaran program dan sasaran kegiatan (cascading) 

secara umum ditampilkan pada lampiran 1 sesuai dengan Redesign Sistem 

Program dan Penganggaran. 

 

4.2.  Target Kinerja 
 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dijelaskan bahwa 4 (empat) 

sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh 

6 (enam) sasaran program Ditjen KSDAE. Kemudian dilaksanakan di tingkat unit 

pelaksana teknis lapangan yakni Balai Besar TNKS sesuai dengan lokasi sasaran 

untuk mendukung pencapaian IKK melaksanakan 7 (lima) Sasaran kegiatan 

yaitu: 

1. Meningkatnya Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan 

konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas, 

2. Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi, 

3. Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi, 

4. Terjaminnya inventarisasi dan verivikasi ruang perlindungan 

keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi, 

5. Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi 

serta kolaborasi pengelolaan Kawasan, 

6. Meningkatnya pemulihan ekosistem 
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7. Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan 

efisien lingkup dirotorat jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem (KSDAE). 

 

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Balai 

Besar TNKS melaksanakan 6 (enam) untuk masing-masing Direktorat Teknis 

Ditjen KSDAE kegiatan yakni : 

1. Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi, 

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, 

3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, 

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, 

5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem, 

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

Kegiatan, IKK dan taget output yang akan dilaksanakan TNKS dalam renstra 2020 

– 2024 sebagaimana terlampir di Lampiran II. 

Masing-masing kegiatan mempunyai sasaran kegiatan dan indikator 

kinerja kegiatan, yang dijabarkan melalui Output (keluaran) beserta komponen 

yang akan dilaksanakan dalam pencapaian output pada rencana kerja dan 

anggaran setiap tahunnya. Sasaran Kegiatan, Indikator kinerja kegiatan, dan 

target capaian kinerja kegiatan berdasarkan pemetaan lokasi target kinerja 

Renstra KSDAE yang akan dilaksanakan Balai Besar TNKS tahun 2020-2024 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi Kawasan 

konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas 

Pada sasarn kegiatan ini terdapat indicator kinerja kegiatan yang harus 

dipenuhi dalam rencana strategis pengelolaan kawasan TNKS pada tahun 

2020 sampai 2022, yakni (1) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan 

diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi dengan target Renstra 

169.717 ha, (2) Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan 
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(prakonsidisi) status dan fungsi dengan target 1 Unit KK pada tahun 2024. 

Terget kumulatif pada setiap tahunnya sempai berakhir Renstra adalah 

sebgaimana disajikan dalam tabel : 

Tabel 5. Target Komulatif Meningkatnya Pemantapan (prakonsisi) Status dan 
Fungsi Kawasan Konservasi untuk Peningkaktan Nilai Efektivitas 

No Indikator Kinerja Kegiatan 
Target Kumulatif 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Luas kawasan hutan yang 

diinventarisasi dan 
diverifikasi dengan nilai 
keanekaragaman tinggi (ha) 

275.702 345.202 369.202 423.202 447.202 

2 Jumlah unit kawasan 
konservasi yang dilakukan 
pemantapan (prakondisi) 
status dan fungsi (unit) 

0 1 1 1 1 

 

2. Terjaminnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan 
Konservasi  
 

Sasaran kegiatan ini merupakan bagian dari Kegiatan Pengelolaan 

Kawasan Konservasi, yang terdiri atas 3 Indikator Kinerja Kegiatan yakni (1) 

103 Desa pada tahun 2024 di Kawasan konservasi yang mendapatkan 

pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, (2) 5.000 hektar 

pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di Kawasan 

konservasi melalui kemitraan konservasi, dan (3). Terdapat 55 orang 

keanggotaan baru kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta 

alam. Target kumulatif Renstra Balai Besar TNKS pada sasaran ini disajika 

dalam tabel 7. 

 

3. Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi  

Sasaran ini masih tergabung dalam kegiatan Pengelolaan Kawasan 

Konservasi yang mempunyai 2 IKK dan masing-masing targer kinerja sebagai 

berikut : (1) 1 Unit Kawasan Konservasi (KK) jumlah Kawasan konservasi 

yang dinilai efektifitas pengelolaannya dan (2). 107.848 ha luas penanganan 

konflik tenurial di Kawasan konservasi. Target kumulatif Renstra Balai Besar 

TNKS pada sasaran ini disajika dalam tabel 7. 
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Tabel 6. Target Kumulatif dengan Sasaran Terjaminnya Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Kawasan Konservasi dan Terjaminnya Peningkatan 
Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 

No Indikator Kinerja Kegiatan 
Target Kumulatif 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Jumlah desa di kawasan 

konservasi yang 
mendapatkan pendampingan 
dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat (desa) 

2 11 59 84 103 

2 Luas pemberian akses 
pemanfaatan tradisional 
kepada masyarakat di 
kawasan konservasi melalui 
kemitraan konservasi 
(hektar) 

0 3.000 3.000 3.000 5.000 

3 Jumlah kader konservasi 
yang dibina upaya bina cinta 
alam (orang) 

0 0 45 49 55 

4 Jumlah kawasan konservasi 
yang dinilai efektivitas 
pengelolaannya (unit KK) 

1 1 1 1 1 

5 Luas penanganan konflik 
tenurial di kawasan 
konservasi (hektar) 

162 20.162 80.162 81.374 107.848 

 

4. Terjaminnya Inventarisasi dan Verifikasi Ruang Perlindungan 
Keanekaragaman Hayati Didalam dan Diluar Kawasan Konservasi  

 
Sasaran kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Konservasi 

Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik. IKK dari sasaran kegiatan yang 

masuk didalam sasaran ini adalah terpenuhinya 109.460 ha Kawasan yang 

diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi 

secara partisipatif. Target kumulatif Renstra KSDAE sampai tahun 2024 

disajikan dalam tabel. 8 

Tabel 7. Target Kumalatif Sasaran Terjaminnya Inventarisasi dan Verifikasi Ruang 
Perlindungan Keanekaragaman Hayati Didalam dan Diluar Kawasan 
Konservasi 

No Indikator Kinerja Kegiatan 
Target Kumulatif 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Luas kawasan hutan yang 

diinventarisasi dan 
diverifikasi dengan nilai 
keanekaragaman tinggi (ha) 

42.411 52.316 60.316 64.460 109.460 
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5. Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan 
Konservasi serta Kolaborasi Pengelolaan Kawasan  
 
Sasaran ini merupakan bagian dari kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan 

Kawasan Konservasi, Adapun IKK yang akan dipenuhi selama 5 tahun dari 

sasaran ini adalah sebagai berikut : 

1) Jumlah destinasi wisata alam prioritas sebanyak 5 Destinasi, 

2) Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon sebanyak 2 entitas,  

3) Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 6 entitas. 

Target masing-masing IKK disajikan dalam tabel 9 

Tabel 8. Target kumulatif sasran terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan 
hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan 

No Indikator Kinerja Kegiatan 
Target Kumulatif 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Jumlah destinasi wisata alam 

prioritas (destinasi) 
1 2 3 4 5 

2 Jumlah entitas pemanfaatan 
jasa lingkungan panas bumi 
dan karbon (entitas) 

0 0 0 1 2 

3 Jumlah perizinan 
pemanfaatan jasa lingkungan 
air (entitas) 

1 2 4 5 6 

 

6. Meningkatnya Pemulihan Ekosistem  

Sasaran ini merupakan kegiatan Pemulihan Ekosistem dengan target 

indicator kinerja kegiatan berupa luas Kawasan TNKS yang dilakukan 

pemulihan ekosistem sampai pada tahun 2024 seluas 4.827 ha. Rincian 

kumulatif disajikan pada tabel 10 berikut. 

Tabel 9. Target Kumulatif Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pemulihan Ekosistem 

No Indikator Kinerja Kegiatan 
Target Kumulatif 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Meningkatnya pemulihan 

ekosistem 
0 2.076 2.776 3.827 4.827 
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7. Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, 
dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE 
 
Sasaran ini merupakan kegiatan Dukungan Menajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem (KSDAE), dengan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai 

berikut : 

1) Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE sampai pada tahun 2024 

sebesar 80 poin. 

2) Level 4 maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE. 

3) Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel dengan hasil 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia. 

Daftar rincian target kumulatif sasaran kegiatan ini sampai pada tahun 2024 

disajikan dalam tabel 11. 

Tabel 10. Target kumulatif pada sasaran meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan 
publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen KSDAE 

No Indikator Kinerja Kegiatan 
Target Kumulatif 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Nilai SAKIP pada Direktorat 

Jenderal KSDAE 
78 78,5 79 79,5 80 

2 Level 4 maturitas SPIP 
Direktorat Jenderal KSDAE 

Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 

3 Laporan Keuangan Ditjen 
KSDAE yang tertib dan 
akuntabel 

WTP WTP WTP WTP WTP 
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4.3 Kerangka Pendanaan 
 

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Renstra tahun 2020-

2024 Balai Besar TNKS adalah sebesar Rp.167.591.561.000,-. Besaran pendanaan 

tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan 

IKP. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) 

selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar Rp. 127.984.671.000,- sudah 

termasuk dengan memperhitungkan kenaikan tunjangan kinerja. Dengan 

demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Ekosistem di Balai Besar TNKS dalam tahun 2020-2024 adalah 

sebesar Rp. 295.576.232.000,-. 

Pendanaan tersebut bisa didapatkan dari sumber APBN, Mitra dan Hibah 

langsung lainnya yang tidak tercatat di APBN dan dapat dihitung.  Apabila target 

pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta 

target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya dalam 

dokumen Rencana Kerja (Renja). Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap 

tahunnya secara indikatif adalah sebagai berikut: 

Tabel 11. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Belanja (dalam 
ribuan rupiah) 

TAHUN 
BELANJA PEGAWAI DAN 

OPERASIONAL 
BELANJA KEGIATAN TOTAL 

2020 23.162.000 30.329.849 53.491.849 

2021 24.320.100 31.846.341 56.166.441 

2022 25.536.105 33.438.659 58.974.764 

2023 26.812.910 35.110.591 61.923.502 

2024 28.153.556 36.866.121 65.019.677 

TOTAL 127.984.671 167.591.561 295.576.232 
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Tabel 12. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Taman Nasional Kerinci Seblat 
per Jenis Kegiatan (dalam ribuan rupiah) 

Jenis Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024 

5419-Dukungan 

Manajemen       24,220,750  

                

25,431,787.500  

    

26,703,376.875  

    

28,038,545.719  

    

29,440,473.005  

5420-Pemolaan dan 

Informasi 

Konservasi Alam            774,000  

                     

812,700.000  

          

853,335.000  

          

896,001.750  

          

940,801.838  

5421-Pengelolaan 

Kawasan Konservasi      27,274,599  

                

28,638,328.950  

    

30,070,245.398  

    

31,573,757.667  

    

33,152,445.551  

5422-Konservasi 

Spesies dan Genetik            510,000  

                     

535,500.000  

          

562,275.000  

          

590,388.750  

          

619,908.188  

5423-Pemanfaatan 

Jasa Lingkungan 

Kawasan Konservasi            712,500  

                     

748,125.000  

          

785,531.250  

          

824,807.813  

          

866,048.203  

5424-Pembinaan 

Konservasi 

Ekosistem Esensial      53,491,849  

                        

56,166,441  

            

58,974,764  

            

61,923,502  

            

65,019,677  

Total BBTNKS 
     24,220,750  

                

25,431,787.500  

    

26,703,376.875  

    

28,038,545.719  

    

29,440,473.005  
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BAB. V PENUTUP 

 

Konservasi sumberdaya alam hayati adalah upaya pengelolaan sumberdaya 

alam hayati dan ekosistemnya, yang meliputi aspek perlindungan, pengawetan, 

dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam hayati, yang dilakukan secara 

lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, dengan 

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.  

Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat 

memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia. 

Balai Besar TNKS adalah organisasi pelaksana teknis setingkat Eselon IIB 

pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya 

Alam dan Ekosistem (KSDAE).  Berdasarkan Peraturan Menteri Linkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Balai Besar 

TNKS bertugas melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.  Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah agar 

kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya 

peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian 

dan keseimbangan. 

Rencana Strategis Balai Besar TNKS Tahun 2020-2024 disusun sebagai 

pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan TNKS. Rencana 

Strategis Balai Besar TNKS ini diharapkan dapat menuntun seluruh aparat di 

lingkungan Balai Besar TNKS untuk berupaya mencapai tujuan dan sasaran 

secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam 

hayati dan ekosistem taman nasional. 

Pada akhirnya, kami memohon rahmat Tuhan YME, semoga seluruh 

rencana dan upaya dalam pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam 

dan Ekosistem dapat diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, 

serta dapat direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga 

hasil akhirnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. 

                            BAB V. PENUTUP 
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